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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat”. (Q.S. An-Nisa’: 58)*
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ABSTRAK

Larasati Fitriani Asis, 2021: Tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap
Implementasi Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan
Pemerintahan Desa (Studi Kasus Kantor Camat Candi, Sidoarjo)

Keberhasilan mengkoordinasikan pemerintahan desa tidak terlepas dari
peran Camat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan daerah. Camat sebagai pemimpin kecamatan berkewajiban
untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta memiliki tanggung
jawab terhadap kemajuan kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan
masyarakat.

Pokok masalah tersebut dibahas ke dalam beberapa fokus masalah
penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Candi
dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa? 2) Bagaimana tinjauan Figh
Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan
wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa serta untuk
mengetahui tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat
Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan
menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian, metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dan keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya dalam mengkoordinasikan pemeritahan desa yaitu dilaksanakan
dengan cara menyamaratakan antara desa yang tergolong maju, berkembang, dan
tertinggal dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan desa, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan Figh
Siyasah, Camat Candi mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai
dengan sifat-sifat kepemimpinan Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathanah. Dalam
tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Camat Candi sudah cukup baik dalam mengkoordinasikan tugas dan
wewenangnya, namun Camat Candi perlu meningkatkan hubungannya dengan
masyarakat dalam hal pembangunan desa, serta memberikan pembinaan yang
maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat dalam hal pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan Candi.

Kata Kunci: Tugas dan wewenang, Camat, Pemerintahan Daerah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah  daerah merupakan organisasi pemerintah  yang
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu mengatur, melayani,
membangun, dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana urusan
pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintahan pusat.” Pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan desentralisasi.
Pada pengaplikasian asas desentralisasi dalam pemerintah daerah, semua
urusan yang melibatkan pemerintahan baik yang melibatkan perencanaan,
penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun yang melibatkan segi-segi
pembiayaan yang telah diserahkan oleh pusat ke daerah sepenuhnya menjadi
wewenang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan
asas desentralisasi. Perangkat pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut
yaitu perangkat daerah itu sendiri sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.?

Sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum
Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
Perangkat daerah tersebut terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan
kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur

pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

? Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018), 79.
¥ lbid., 42.



daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta
unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.*
Pada perangkat daerah kabupaten/kota terdapat organisasi kecamatan
yang merupakan organisasi kewilayahan dan juga merupakan organisasi
perangkat daerah kabupaten/kota. Dibentuknya Kecamatan yang terdapat di
daerah kabupaten yaitu berfungsi untuk meningkatkan upaya koordinasi dalam
menyelenggarakan pemerintahan, upaya pelayanan publik, serta peningkatan
pemberdayaan masyarakat di desa.> Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala
kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.®
Dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:’
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

* Suparto Wijoyo, Otonomi Tanpa Politik Ekologi (Surabaya: Airlangga University Press, 2009).

® Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, 84.

® Sekretariat Negara RI, Pasal 224, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

" Sekretariat Negara RI, Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah



6. Mengoordinasikan penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Camat sebagai seorang pemimpin kecamatan harus dapat menjalankan
tugasnya dengan amanah. Amanah adalah kualitas wajib yang harus dimiliki
oleh pemimpin sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Al-Qur'an surat

An-Nisa' ayat 58:

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh,
Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh,
Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”®

Ayat tersebut menafsirkan bahwa Allah memberi perintah kepada
manusia untuk menyampaikan amanat dan berbuat adil. Apabila seseorang

pemimpin diberi amanat untuk menjalankan kepemimpinannya pada sebuah

¥ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya
Toha Putra Semarang, 1971), 80.



organisasi maupun pemerintahan, maka pemimpin tersebut harus menjalankan
amanah tersebut dengan adil. Dan Allah SWT memerintahkan untuk
menyampaikan amanat tersebut kepada penerima yang berhak.

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Sidoarjo, yang mempunyai peran untuk menyelenggarakan pemerintahan
secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan mempunyai
visi “Menjadikan Kecamatan Candi sebagai unggulan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat menuju lingkungan yang BERIMAN (Bersih,
Indah, dan Nyaman)”. Selain itu, Kecamatan Candi merupakan salah satu dari
18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai jumlah desa terbanyak
di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat 24 desa. Menariknya, Kecamatan Candi
mampu meraih Indeks Desa Membangun (IDM) di bidang pemberdayaan
masyarakat dengan status “Maju”, serta termasuk ke dalam kecamatan di
Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai nilai rata-rata Indeks Desa Membangun
“IDM” yang tertinggi yaitu 0,7398.° Namun, dengan adanya jumlah desa
terbanyak di Kecamatan Candi tersebut juga terdapat kendala, yaitu adanya
kekosongan beberapa pegawai di pemerintahan Kecamatan Candi seperti pada
KASI  Perekonomian, KASUBAG, KASI Kesosialan, dan KASI
Pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan adanya mutasi pegawai yang tidak
diiringi dengan penggantian pegawai, sehingga hal tersebut juga menjadikan

adanya beberapa pegawai yang mempunyai tugas rangkap, tentunya beban

Tim Penyusun, Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Triwulan 1V-2020 (Sidoarjo: Bappeda
Kabupaten Sidoarjo, 2020), 125-126.



tugas tersebut juga berdampak pada kualitas pekerjaan  yang
harusdimaksimalkandi pemerintahan Kecamatan Candi.

Selain itu, terdapat perbedaan pola pikir masyarakat desa dalam hal
pembangunan di Kecamatan Candi. Pada desa yang sumber daya manusianya
tergolong cukup bagus maka dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
dijalankan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Namun, apabila
sumber daya manusia desa kurang mumpuni, maka pemerintahan Kecamatan
Candi mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat di desa tersebut.

Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang memerintahkan
kecamatan untuk melakukan upaya koordinasi yang dilakukan dengan
pemerintahan desa, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
kemasyarakatan, maupun pemberdayaan. Sehingga, dengan adanya hal
tersebut Kecamatan Candi dengan jumlah desa yang terbanyak di Kabupaten
Sidoarjo harus mempunyai kekuatan untuk melakukan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa yang lebih ditekankan di Kecamatan Candi dan berfungsi
juga untuk mengatasi kendala yang ada di kecamatan Candi.

Oleh karena itu, Camat Candi mempunyai peran yang penting untuk
melaksanakan seluruh tugas dan wewenangnya dalam kegiatan koordinasi

pemerintahan desa di Kecamatan Candi untuk mewujudkan visinya serta



melakukan secara adil dalam hal pembinaan desa agar tidak ada desa yang

tertinggal dalam menjalankan pemerintahannya.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan memaparkan masalah tersebut dalam bentuk skripsi
yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi
Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan
Desa (Studi Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo)”.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas,
maka fokus penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Candi dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa?

2. Bagaimana tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan
wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan Pemerintahan desa?

. Tujuan

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin
didapatkan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan wewenang Camat Candi dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa.

2. Untuk mengetahui tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas



dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan
desa.
D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian yang telah
disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
secara teoritis dan praktis, antara lain:
1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah yang
memerlukan informasi tentang implementasi tugas dan wewenang
camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa.

b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi
pengemban ilmu tentang tugas dan wewenang camat dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa ditinjau dari Figh Siyasah dan
Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti
Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang penulisan
karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian atau pun
sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat mengenai
tugas dan wewenang camat dalam mengkoordinasikan kegiatan

pemerintahan desa.



E. Definisi Istilah
Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang
peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu;
1. Implementasi
Pengertian implementasi secara sempit yaitu pelaksanaan atau
penerapan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi
mempunyai arti penerapan. Menurut Brown dan Wildavsky implementasi
adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Sedangkan menurut
Schubert yang dimaksud dengan implementasi adalah sistem rekayasa.
Pengertian implementasi di atas dapat memberi pandangan bahwa
kata implementasi tertuju pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau
mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa
implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang
terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan pada acuan
norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan kegiatan. Sehingga, dapat
disimpulkan  bahwa implementasi merupakan penerapan atau
operasionalisasi suatu aktivitas untuk mencapai suatu tujuan atau
sasaran.'?
2. Figh Siyasah
Figh Siyasah berasal dari kata “Figh” dan “Siyasah”. Figh adalah
upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali

hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Figh juga

1% Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi
Belajar Siswa (Yogyakarta: Gre Publishing, 2018), 19.



dapat disebut dengan hukum Islam. Sedangkan pengertian Siyasah
menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu “perundangan yang diciptakan untuk
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan “Figh Siyasah” yaitu salah satu aspek hukum Islam
yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Figh Siyasah membicarakan tentang siapa saja sumber kekuasaan,
siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara
pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya,
dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan
kekuasaannya.™

3. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.*?

Selain itu, Camat juga diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai

berikut:

1 Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2014), 3-5.
12 pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
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a. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut
camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

b. Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

c. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh
gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat.*®

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya tulis ilmiah dalam bentuk
skripsi yang berjudul “Tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas dan
Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa (Studi
Kasus Kecamatan Candi, Sidoarjo)” dan disajikan dalam bentuk skripsi dan
sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar
belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian definisi
istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB Il KAJIAN KEPUSTAKAAN, berisi penelitian terdahulu serta kajian

teori.

13 Sekretariat Negara R1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 224
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BAB 111 METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang pendekatan
dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian,
pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.
BAB 1V PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, pada bab ini berisi tentang
gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan
temuan.

BAB V PENUTUP ATAU KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini

berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.



BAB I1
KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, atau pun laporan hasil
penelitian tentang implementasi tugas dan wewenang camat dalam
mengkoordinasikan pemerintahan sudah ada. Namun, untuk khusus mengenai
tugas dan wewenang camat ditinjau dari Figh Siyasah dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 belum penulis temukan. Berikut penelusuran peneliti
terkait dengan penelitian terdahulu yang terdapat di dalam karya ilmiah yang
berkaitan dengan pokok masalah ini, yaitu:

1. Muhammad Yasin. 2014. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul Peranan Camat Dalam
Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Di
Bidang Kesehatan. Skripsi ini mengkaji tentang peranan camat dalam
mengkoordinasikan pemerintahan kelurahan di Kecamatan Umbulharjo
dalam bidang kesehatan serta faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat peranan camat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
peran Camat Umbulharjo dalam mengkoordinasikan pemerintahan
kelurahan di bidang kesehatan telah Camat telah melaksanakan tugasnya
sesuai dengan Surat Keputusan Camat Umbulharjo Nomor 29 Tahun 2013
tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Penyuluhan dan Pelaksanaan
PHBS se-Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta Tahun 2013. Dan

faktor pendukung peran camat tersebut, vyaitu 1) faktor geografis

12
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Kecamatan Umbulharjo, 2) faktor kerja sama, dan 3) faktor kualitas
sumber daya manusia. Faktor penghambat peran camat tersebut, yaitu 1)
faktor eksternal, yaitu faktor penghambat yang datangnya dari luar Camat
Umbulharjo selaku Kepala Kecamatan, 2) faktor internal, yaitu faktor
penghambat yang datangnya dari dalam kecamatan Umbulharjo sendiri.*
Persamaan judul ini yaitu sama-sama mengangkat tentang peran camat
dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa, tetapi ada satu hal yang
membedakan yaitu Muhamad Yasin hanya mengangkat peran camat dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa di bidang kesehatan saja.

2. Reni Meylina. 2010. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Skripsi yang
berjudul Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan
Belalau Kabupaten Lampung Barat. Skripsi tersebut mengkaji bagaimana
peran camat dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor-faktor apa saja
yang mendukung dan menghambat peran camat dalam pemberdayaan
masyarakat di Kecamatan Belalau Lampung Barat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Camat Belalau dalam melakukan tugasnya
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 23
Tahun 2008 tentang rincian, tugas, fungsi, dan tata kerja Kecamatan
Belalau. Kemudian, yang menjadi faktor pendukung peran camat dalam
pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Belalau, yaitu adanya
kedisiplinan kerja dari pelaksana pembangunan pemberdayaan masyarakat

serta dengan perangkat pemerintah kecamatan lainnya, dan adanya sarana

 Muhamad Yasin, “Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan Di
Kecamatan Umbulharjo Di Bidang Kesehatan™ (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).
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untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan
masyarakat. Faktor penghambat dari peran camat dalam pemberdayaan
masyarakat, yaitu kurangnya Kkesadaran dari masyarakat tentang
pentingnya pembangunan sehingga di dalam  pelaksanaannya
pemerintahan masih memerlukan suatu kecakapan, keterampilan, dan
pengetahuan di bidang pembangunan pemerintahan tersebut.'® Persamaan
judul skripsi ini yaitu sama-sama mengangkat topik tentang peran camat
dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa, tetapi Reni Meylina lebih
mengkhususkan di bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Yudianto. 2016. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar. Skripsi yang berjudul Kedudukan dan Peran Camat
Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten
Gowa). Skripsi tersebut mengkaji bagaimana kedudukan dan peran camat
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan dan peran camat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor
23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah
kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau

pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah

1> Reni Meylina, “Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010).
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kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah
bahkan kelurahan. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah
kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas
dekonsentrasi, namun lebih beralih menjadi perangkat daerah yang hanya
memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan
tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Kecamatan
dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.*® Persamaan judul skripsi
ini yaitu sama-sama mengangkat peran camat dalam penyelenggaraan
daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sedangkan
perbedaannya yaitu penulis lebih mengkhususkan peran camat dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa serta ditinjau dari perspektif Figh
Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.

Desi Sukriati. 2017. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tugas Oleh
Camat Gunawan di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul
Perspektif Amanah. Skripsi tersebut mengkaji tentang apa saja yang sudah
dikerjakan Camat di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung kidul
semasa jabatan serta bagaimana pelaksanaan Camat di Kecamatan
Panggang Kabupaten Gunung Kidul perspektif amanah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Camat Panggang telah menerapkan prinsip-prinsip

1® Yudianto, “Kedudukan Dan Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Studi Kasus Kantor Camat Palangga Kabupaten
Gowa” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

2016).
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yang ada dalam amanah Islam untuk melaksanakan tugasnya. Persamaan
judul skripsi ini yaitu sama-sama mengangkat tentang pelaksanaan tugas
camat yang ditinjau dari perspektif kepemimpinan Islam. Perbedaannya
yaitu penulis mengkaji tugas camat dengan menggunakan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Figh Siyasah
serta hanya memfokuskan tugas camat dalam mengkoordinasikan
pemerintahan desa.'’

5. Irfan. 2015. Fakultas IImu Sosial dan lImu Politik Universitas Teuku Umar
Meulaboh Aceh Barat. Skripsi yang berjudul Peran Camat dalam
Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong Di Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Skripsi ini mengkaji tentang peran
camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur Gampong di
Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peran camat dalam pengawasan pembangunan
infrastruktur Gampong adalah dengan menjunjung langsung lokasi
pembangunan untuk melihat secara langsung pengerjaan proyek
pembangunan dan bertemu dengan panitia pembangunan untuk meminta
kepala proyek agar menjelaskan proyek pembangunan yang dilakukan.

Perbedaan skripsi ini yaitu Irfan lebih memfokuskan pada peran camat

" Desi Sukriati, “Pelaksanaan Tugas Oleh Camat Gunawan di Kecamatan Panggang Kabupaten
Gunung Kidul Perspekrif Amanah”(Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, 2017).
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dalam pengawasan pembangunan, sedangkan peneliti lebih memfokuskan
pada tugas camat dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa.®

6. Fitria Wulandari. 2018. Fakultas Syariah Universitas Raden Intan
Lampung. Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang
Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Kecamatan
Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara). Skripsi tersebut mengkaji
tentang kepemimpinan camat dalam pelayanan masyarakat di Kecamatan
Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara dan dianalisis menggunakan
pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
menjalankan kepemimpinannya camat sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan sesuai dengan
hukum Islam meskipun kepemimpinannya masih ada yang harus
ditingkatkan. Persamaan judul skripsi ini yaitu sama-sama menganalisis
peran camat menggunakan hukum Islam namun perbedaannya terletak
pada penulis yang menitikberatkan pada kepemimpinan yang harus

diteladani dari Nabi Muhammad SAW.*°

18 Irfan, “Peran Camat dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan
Meurebo Kabupaten Aceh Barat” (Skripsi, Fakultas llmu Sosial dan 1lmu Politik Universitas
Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat, 2015).

YFitria Wulandari, “Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan
Masyarakat (Studi di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)



Tabel 2. 1 PENELITIAN TERDAHULU

Latar

Fokus

Metode

Judul B - L Kesimpulan Persamaan Perbedaan
elakang Penelitian Penelitian
Peranan Camat | Camat Bagaimana | Jenis Peran Camat Menyangkut Hanya
Dalam Umbulharjo peranan penelitian Umbulharjo dalam | peran camat menekankan
Mengkoordinasi | menemui Camat lapangan mengkoordinasika | dalam peran camat
kan beberapa Umbulharjo | dan n pemerintahan mengkoordinasi | dalam
Pemerintahan kendala dan dalam menggunak kelurahan di kan mengkoordinasi
Kelurahan di hambatan mengkoordin | an sifat bidang kesehatan | pemerintahan kan
Kecamatan dalam asikan penelitian sesuai dengan SK | desa/kelurahan pemerintahan
Umbulharjo di penyelenggaraa pemerintaha | deskriptif Camat desa di bidang
Bidang n otonomi n Kelurahan | yuridis. Umbulharjo kesehatan.
Kesehatan daerah yang di bidang Nomor 29 Tahun
harus segera Kesehatan? 2013 Tentang
mendapatkan Apa saja Pembentukan
pemecahannya faktor Panitia
pendukung Penyelenggara
dan Penyuluhan dan
penghambat Pelaksanaan
peran Camat PHBS
Umbulharjo seKecematanUmb
dalam ulharjo.
mengkoordin Faktor pendukung
asikan yaitu faktor
pemerintaha geografis
n Kelurahan Kecamatan
di bidang Umbulharjo,
kesehatan? faktor kerja sama

18
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Latar Fokus Metode .
Judul Belakang Penelitian Penelitian Kesimpulan Persamaan Perbedaan
dan SDM.
Sedangkan faktor
penghambatnya
yaitu banyaknya
kegiatan atau yang
dianggap tugas
camat yang jika
tidak dijalankan
oleh camat akan
menjadi beban
moral.
Peran Camat Tugas Camat e Bagaimana | Menggunak | e Camat Belalau Mengangkat Mengkhususkan
Dalam diatur dalam peran an dalam melakukan | peran camat di tugas camat
Pemberdayaan Perda Lampung camat pendekatan tugasnya dalam dalam
Masyarakat di Nomor 32 dalam yang berpedoman pada | mengkoordinasi | mengkoordinasi
Kecamatan Tahun 2008, pemberday | bersifat Perda Kabupaten | kan kan
Belalau namun aan yuridis Lampung Barat pemerintahan pemberdayaan
Kabupaten kenyataannya masyaraka | empiris dan Nomor 23 Tahun desa/kelurahan masyarakat
Lampung Barat | tugas camat tdi menggunak 2008 Tentang
belum berjalan Kecamatan | an studi Rincian, Tugas,
secara optimal Belalau? kepustakaan Fungsi dan Tata
e Apasaja dan studi Kerja Kecamatan
faktor lapangan Belalau
pendukung e Faktor pendukung
dan yaitu adanya
penghamb kedisiplinan kerja




20

Latar Fokus Metode .
Judul Belakang Penelitian Penelitian Kesimpulan Persamaan Perbedaan
at peran dari pelaksana
camat pemberdayaan
dalam masyarakat dan
pemberday adanya kerja sama
aan antara masyarakat
masyaraka dengan perangkat
t? pemerintah, serta
faktor penghambat
yaitu kurangnya
kesadaran
masyarakat tentang
pentingnya
pembangunan
pemerintahan
Kedudukan dan | Adanya Bagaimana | Jenis e Kedudukan dan Mengangkat Memfokuskan
Peran Camat perubahan kedudukan penelitian peran camat dalam | tentang pada kedudukan
Dalam Undang- dan peran kualitatif penyelenggaraan | pemerintahan dan peran camat
menyelenggarak | Undang Nomor camat dalam | dengan pemerintahan kecamatan dalam
an Pemerintahan | 32 Tahun 2004 penyelengga | menggunak daerah menurut menyelenggarak
Daerah Menurut | Tentang raan an Undang-Undang an pemerintahan
Undang-Undang | Pemerintahan pemerintaha | pendekatan Nonor 23 Tahun daerah
Nomor 23 Tahun | Daerah menjadi n daerah yuridis 2014 tidak lagi
2014 (Studi Undang- menurut empiris merupakan satuan
Kasus Kantor Undang Nomor Undang- wilayah
Camat 23 Tahun 2014 Undang kekuasaan
Pallangga, mengakibatkan Nomor 23 pemerintahan,
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Latar Fokus Metode .
Judul Belakang Penelitian Penelitian Kesimpulan Persamaan Perbedaan
Kabupaten pola distribusi Tahun 2014 melainkan sebagai
Gowa) kewenangan Tentang satuan wilayah
camat menjadi Pemerintaha kerja atau
bergantung n Daerah ? pelayanan
pada Apa saja e Faktor yang
pendelegasian faktor yang mempengaruhi
sebagian mempengaru Camat Pallangga
kewenangan hi yaitu tingkat
pemerintahan kepemimpin partisipasi
dari an camat masyarakat yang
Bupati/Walikot dalam masih rendah
a untuk melaksanaka membuat
menangani n fungsi, masyarakat tidak
sebagian urusan tugas, dan peduli akan hak
otonomi daerah wewenangny partisipasinya
a? dalam
pemerintahan di
Kecamatan
Pallangga
Pelaksanaan Dalam Apa saja Penelitian Camat Panggang telah | Mengangkat Hanya meninjau
Tugas Oleh melaksanakan yang sudah lapangan menerapkan prinsip- | kepemimpinan kepemimpinan
Camat Gunawan | tugas, Camat dikerjakan dengan prinsip yang ada camat yang camat perspektif
di Kecamatan Gunawan camat di menggunak | dalam amanah Islam | ditinjau dari amanah
Panggang menemui Kecamatan an untuk melaksanakan kepemimpinan
Kabupaten beberapa Panggang pendekatan | tugasnya Islam
Gunung Kidul kendala dan Kabupaten normatif
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Latar Fokus Metode .
Judul Belakang Penelitian Penelitian Kesimpulan Persamaan Perbedaan
Perspektif hambatan Gunungkidul | sosiologis
Amanah dalam semasa yang
penyelenggaraa jabatan? bersifat
n Bagaimana | deskriptif
pemerintahanny pelaksanaan | analitik dan
a yang harus kerja camat | menggunak
segera di an teori
mendapatkan Kecamatan | amanah
pemecahannya Panggang Islam
Kabupaten
Gunungkidul
perspektif
amanah?
Peran Camat Camat Bagaimana | Penelitian Peran Camat yaitu Mengangkat Memfokuskan
Dalam mempunyai peran camat | kualitatif dengan menjunjung tentang pada tugas
Pengawasan peran penting dalam menggunak | langsung pengerjaan | pemerintahan camat dalam
Pembangunan dalam pengawasan | an teknik proyek pembangunan | kecamatan pengawasan
Infrastruktur pengawasan pembanguna | observasi, pembangunan
Gampong di pembangunan n wawancara,
Kecamatan infrastruktur infrastruktur | dan
Meureubo Gampong Gampong di | dokumentas
Kabupaten Aceh Kecamatan | i
Barat Meureubo
Kabupaten
Aceh Barat?
Analisis Hukum | Camat harus Bagaimana | Penelitian Dalam menjalankan Menganalisis Penulis lebih
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Latar Fokus Metode .

Judul Belakang Penelitian Penelitian Kesimpulan Persamaan Perbedaan
Islam Tentang mampu kepemimpin | kualitatif kepemimpinannya kepemimpinan menitikberatkan
Kepemimpinan | menyelenggara an camat dan camat sesuai dengan | camat dengan pada
Camat dalam kan pelayanan dalam menggunak | Undang-Undang Hukum Islam kepemimpinan
Pelayanan masyarakat pelayanan an metode | Nomor 25 Tahun Camat sesuai
Masyarakat dengan masyarakat | deskriptif 2009 Tentang dengan
(Studi di mementingkan di analisis. Pelayanan Publik dan kepemimpinan
Kecamatan keadilan dalam Kecamatan sesuai dengan Hukum yang harus
Abung Surakarta | aspek Abung Islam meskipun masih diteladani dari
Kabupaten pelayanan tanpa Surakarta ada kepemimpinan Nabi
Lampung Utara) | harus adanya Kabupaten camat yang harus Muhammad

membeda- Utara. ditingkatkan. SAW.
bedakan ras, Bagaimana
agama, dan pandangan
lainnya, dan hukum Islam
juga tentang
pembebasan kepemimpin
biaya atau gratis an camat
dalam dalam
menerima pelayanan
pelayanan masyarakat
masyarakat. di
Kecamatan
Abung
Surakarta
Kabupaten

Lampung?




B. Kajian Teori

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi pemerintah yang
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yaitu, mengatur, melayani,
membangun, dan memberdayakan sumber daya di daerah sebagaimana
urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat.
Sehingga, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan
rumah tangganya termasuk membentuk organisasi dalam rangka
menjalankan pemerintahan.”

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan
daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan dewan perwakilan daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.%

Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari
suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah
organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah
organisasi  pelaksanaan  pemerintahan daerah  diharapkan dapat

memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.?

2 |rfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, 79.

2! Sekretariat Negara RI, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

22 |Lukman Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 16.

24
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Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan
kompleks. Sehingga, akan tidak stabil jika suatu kewenangan politik dan
kewenangan administrasi apabila diletakkan di bagian teratas dari hierarki
organisasi atau diletakkan pada pemerintah pusat, karena pada nantinya
pemerintahan pusat akan menanggung beban yang berat menimbulkan
ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya hal
tersebut, maka perlu melakukan implementasi sebagian kewenangan
politik maupun kewenangan administrasi ke jenjang yang lebih rendah.
Penyerahan sebagian kewenangan tersebut disebut dengan desentralisasi.

Desentralisasi menurut Dennis Rondinelli dan John Nellis yaitu
desentralisasi  sebagai  transfer  pertanggungjawaban  mengenai
perencanaan, manajemen, dan peningkatan serta alokasi berbagai sumber
dari pemerintah pusat dan berbagai agen yang dimiliki kepada berbagai
unit agen-agen pemerintahan, unit yang lebih bawah atau perangkat-
perangkat pemerintahan, berbagai otoritas publik atau korporasi-korporasi
semi otonom, badan-badan yang memiliki otoritas fungsional di daerah
atau organisasi-organisasi non komersial atau bersifat sukarela.?

Pada dasarnya, desentralisasi mempunyai unsur-unsur yang
penting, yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah dan
penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. ?*

Otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah

%% Fathur Rahman, Teori Pemerintahan (Malang: UB Press, 2018), 49.

* HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2004), 18.
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otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berorientasi pada aspirasi masyarakat sesuai
dengan peraturan undang-undang. Otonomi daerah merupakan esensi
pelaksanaan  pemerintahan  yang desentralistik, namun  dalam
perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti (membuat perda),
juga mencakup zelfbestuur (pemerintahan sendiri).?

Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai tujuan yang
penting, yaitu mewujudkan kesetaraan politik (political equality). Makna
tersebut yaitu dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah,
adanya harapan untuk lebih transparan terhadap masyarakat untuk
berperan serta dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Tujuan
yang diharapkan selanjutnya yaitu diharapkan untuk dapat mewujudkan
akuntabilitas lokal (local accoubtability). Dalam konteks ini, Smith
mengaitkan akuntabilitas lokal dengan gagasan dasar kemerdekaan
(liberty). Sehingga, dia percaya bahwa dengan adanya penerapan
desentralisasi dan otonomi daerah akan berdampak pada peningkatan
kemampuan dari pemerintahan daerah untuk memberikan perhatian pada
hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya.”®
Organisasi Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah, menjelaskan bahwa adanya pembagian organisasi pemerintahan

daerah dengan dikelompokkannya organisasi Perangkat daerah yang

% Fathur Rahman, Teori Pemerintahan, 54-55.
% Budi Winarno, Globalisasi: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2008),

37-38.
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didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5
(lima) tingkatan, yaitu Kepala Daerah (strategi capex), Sekretaris Daerah
(middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang
(techno stucture), dan Staf Pendukung (supporting staff).?’

Kepala daerah serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dalam
menyelenggarakan pemerintahannya dibantu oleh perangkat daerah. %
Tugas Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota yaitu diatur
dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah perubahan atas Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam undang-undang tersebut
terdapat perubahan untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi,
kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di
masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat. Serta ketentuan tugas dan wewenang
dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan
penyesuaian dengan Undang-Undang yang mengatur pemilihan gubernur,
bupati dan walikota.? Berikut adalah tugas kepala daerah baik Gubernur,
Bupati maupun walikota, yaitu:

a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

°7 Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, 78..
% Sekretariat Negara RI, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah

# Konsiderans Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
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b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan
rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas
bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD,
rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama.

e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.®

Untuk menjalankan roda pemerintahan, kepala daerah dibantu oleh
operating core, techno stucture, middle line, dan supporting staf. Tugas
yang dimiliki oleh sekretaris daerah sebagai (middle line) yaitu membantu
kepala daerah untuk menyusun kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta
pelayanan administratif. Dinas daerah mempunyai posisi sebagai
pelaksana fungsi inti (operating core) yang mempunyai tugas dan fungsi

untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan

%0 Sekretariat Negara RI, Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah,
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mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada
Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai
dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah, yang didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas,
pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas,
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan Intensitas
Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah.

Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
diwadahi dalam badan Daerah. Inspektorat sebagai unsur penunjang yang
bersifat khusus dan mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi
pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di
samping itu, dibentuk kecamatan yang terdapat di wilayah kabupaten/kota
yang mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi koordinasi kewilayahan
serta pelayanan tertentu yang mempunyai sifat sederhana dan intensitas
tinggi.**

3. Kecamatan

Pada perangkat daerah kabupaten/kota terdapat organisasi

kecamatan yang merupakan organisasi kewilayahan dan juga merupakan

organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota

3 Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, 82-83.



membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan

masyarakat Desa/Kelurahan.

Dalam Pasal 223 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang  Pemerintahan  Daerah  dijelaskan  bahwa  Kecamatan

diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu:*

a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja

yang besar; dan

b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja

yang kecil.

Mengenai penentuan beban kerja kecamatan tersebut yaitu didasarkan

pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/Kelurahan.*®

Kecamatan dipimpin oleh camat yang mempunyai tugas sebagai

berikut:*

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman
ketertiban umum.

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

%2 Sekretariat Negara RI, Pasal 223 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
% Sekretariat Negara RI, Pasal 223 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
% Sekretariat Negara RI, Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah
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e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bupati/Walikota memberikan pelimpahan sebagian kewenangan kepada
Camat sebagai pemimpin di kecamatan untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada
Camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai
dengan karakteristik kecamatan dan/atau keadaan masyarakat pada
Kecamatan yang bersangkutan.

. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan, akan tetapi kewenangan tidak
selalu berwujud kewenangan. Kedua bentuk pengaruh ini dibedakan dalam

keabsahannya. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki
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keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki
keabsahan. Kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan
melaksanakan keputusan politik apabila kekuasaan politik tersebut
digambarkan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan politik.
Dalam pembahasan ini, hak moral harus sesuai dengan nilai dan norma
yang ada di lingkungan masyarakat, termasuk peraturan perundang-
undangan.®

Menurut Marbun, terdapat tiga karakteristik atau sifat dari
kewenangan, yaitu kewenangan fakultatif, kewenangan terikat, dan
kewenangan bebas. Pertama, Kewenangan fakultatif merupakan
pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga negara yang pada
dasarnya mempunyai peraturan tidak mewajibkan badan atau lembaga
untuk menerapkan kewenangan tersebut. Kedua, Kewenangan terikat yaitu
pemberian kewenangan kepada badan atau lembaga negara yang peraturan
dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan
itu digunakan serta menentukan isi keputusan yang harus diambil. Ketiga,
Kewenangan bebas adalah pemberian kewenangan kepada badan atau
lembaga negara yang peraturan dasarnya memberikan suatu kebebasan
kepada badan atau lembaga terkait untuk menafsirkan dan menentukan isi

suatu keputusan atau kebijakan.*

% Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 85.
% Fais Yonas, UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen: Terkait Kewenangan Konstitutif
MPR dan Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 10.
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Dalam teori kewenangan, terdapat istilah atribusi, delegasi dan
mandat. Pendelegasi kekuasaan/wewenang adalah salah satu cara
melimpahkan kekuasaan/wewenang secara sah. Cara lainnya adalah
melalui atribusi, dan mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri.*’

Kewenangan atribusi berarti kewenangan Badan atau Pejabat
administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan
perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi berarti kewenangan
Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh dari
pendelegasian Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan yang lain.*®

Selanjutnya, wewenang yang diperolen melalui atribusi maupun
delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila
pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri.
Melalui  mandat, suatu organisasi  pemerintah  mengizinkan
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berbeda dengan
delegasi, pada mandat, mandans (pemberi mandat) tetap berwenang untuk
melakukan sendiri wewenangnya apabila ia menginginkan, dan pemberi
petunjuk kepada mandataris mengenai apa yang diinginkannya. Mandans
tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan mandataris.

Atribusi, delegasi, dan mandat merupakan sumber wewenang yang
sangat penting bagi pemerintahan di suatu negara hukum. Karena salah

datu asas negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah harus

" Moh. Fadli, Peraturan Delegasi Di Indonesia (Malang: UB Press, 2011), 6-7.
% Eri Yulikhsan, Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN
(‘Yogyakarta: Deepublish, 2016), 63.
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dilakukan berdasarkan wewenang yang dimilikinya, baik wewenang yang
diperoleh secara atributif maupun berdasarkan delegasi atau mandat.*
5. Teori Kepemimpinan
a. Kepemimpinan Figh Siyasah
Dalam memahami apa yang dimaksud dengan Figh Siyasah,
maka perlu dipahami apa yang dimaksud dengan Figh dan Siyasah.
Secara etimologi (bahasa), yang dimaksud dengan Figh adalah
pemahaman. Sedangkan yang dimaksud Figh secara terminologi
(istilah) yaitu pengetahuan tentang hukum syar’i mengenai amal
perbuatan syar’i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh
dari dalil tafshili (terinci), yaitu hukum-hukum khusus yang diambil
dari Al-Qur’an dan as-Sunnah. Jadi, yang dimaksud dengan Figh yaitu
pengetahuan mengenai hukum islamyang bersumber dari Al-Qur’an
dan as-Sunnah yang disusun mujtahid melalui jalur penalaran dan
ijtihad.
Sedangkan Siyasah berasal dari kata sasa yang di dalam kitab

Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi,
Siyasah menurut bahasa yaitu mengandung beberapa arti, yaitu
mengatur, mengurus, memerintah,  memimpin, membuat
kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik secara terminologi, dalam

kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata Siyasah adalah

% Moh. Fadli, Peraturan Delegasi di Indonesia, 6-7.
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mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada
kemaslahatan.

Sehingga, dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan Figh Siyasah yaitu ilmu yang mempelajari
tentang hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk
hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang
kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk
mewujudkan kemaslahatan umat.*

Sebagai bagian dari ilmu ketatanegaraan dalam Islam, Figh
Siyasah di dalamnya membahas tentang siapa daja yang menjadi
sumbet kekuasaan, siapa pelaku kekuasaan, apa saja dasar-dasar
kekuasaan, bagaimana cara-cara menjalankan kekuasaan, serta kepada
siapa pelaksana kekuasaan tersebut.

Berlanjut mengenai kedudukan Figh Siyasah dalam hukum
Islam yaitu Figh Siyasah mempunyai peranan penting dalam
mengimplementasikan hukum Islam secara keseluruhan. Dalam Figh
Siyasah diatur tentang bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat
berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan
negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit
sekali  terjamin  keberlakuannya.  Sehingga, dalam  urusan
kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan Figh

Siyasah.

“0'Wahyu Abdul Jafar, “Figh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, Jurnal
Pemerintahan dan Politik Islam, 1 (2018), 20.
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Kepemimpinan (leadership) dapat dimaknai sekumpulan dari
rangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian yang ada dalam diri
pemimpin itu sendiri. Termasuk di dalamnya kewibawaan,
keterampilan, pengetahuan, visi, dan kompetensi untuk dijadikan
sebagai sarana kepemimpinan dalam rangka meyakinkan orang-orang
yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-
tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada
kegembiraan batin, dan merasa tidak terpaksa. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepemimpinan adalah
kekuatan dinamis yang berperan penting sebagai memotivasi dan
mengoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi
secara efektif.*!

Kepemimpinan juga dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 59
yang berisi tentang perintah untuk menaati pemimpin. Berikut adalah
dalil untuk menaati pemimpin sesuai dengan perintah Allah dalam
surat An-Nisa ayat 59:

£
|
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka

*! Syaiful Sagala, Pendekatan dan Model Kepemimpinan (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 43.
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kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul
(sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan
lebih baik akibatnya”.*?

Telah jelas bahwa dalam surat An-Nisa ayat 59 berisi perintah
dan sesuai dengan kaidah ushulbajwa ‘“al-ashlfigl-amri wijubun”.
Selanjutnya telah disepakati ulama tentang perintah wajib rakyat untut
menaati pemimpinnya. Tetapi terdapat perbedaan penafsiran tentang
makna ulil amri yang telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59.%%

Ulil Amri menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi adalah umara,
ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya
dan zuama yang menjadi rujukan banyak orang dalam hal kebutuhan
serta dalam hal untuk kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu menurut
Imam Fakhur Razi yang mencatat ada empat pendapat tentang arti dari
ulil amri. Pertama, ulil amri merupakan khulafaur rasyidin. Kedua, ulil
amri merupakan pemimpin perang (sariyah). Ketiga, ulil amri
merupakan ulama yang memberikan fatwa dalam hukum syara' dan
mengajarkan manusia mengenai agama Islam. Keempat, yaitu
dinukilkan dari kelompoknawafidhbahwa yang dimaksud dengan ulil
amri yaitu imam-imam yang ma'shum.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama masa kini yang semasa dengan

Dr. Yusuf Qardlawi, dalam Kkitab tafsirnya At-Tafsir Al-Munir

menyebutkan bahwa sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa makna ulil

“2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya
Toha Putra Semarang, 1971), 80.
*® Ridwan, Figh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan (Jakarta: Amzah, 2019), 38.
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amri merupakan ahli hikmah atau pemimpin perang. Sebagian lagi
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulil amri yaitu ulama yang
menjelaskan kepada manusia tentang hukum-kumusyara', sedangkan
menurut penganut Syi‘ah menurut Wahbah Az-Zuhaili yang dimaksud
dengan ulil amri merupakan imam-imam yanhma'shum.

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa
terdapat berbagai perbedaan mengenai arti dari ulil amri. Ada yang
mencoba meluaskan arti dari ulil amri dengan semua ulama dan ulama,
ada pula yang mencoba menyempitkan dengan khusus pada Abu Bakar
dan Umar semata, ada pula yang hanya melihat pada ulama (ahlulibn),
serta ada pula yang hanya berpegang pada arti pemimpin perang.**

Berdasarkan ajaran Islam, Allah SWT diyakini sebagai
pemegang kekuasaan atau kedaulatan mutlak, sedangkan pemerintah
merupakan pemegang otoritas di suatu negara yang kekuasaannya
bersifat relatif. Dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 tersebut
tampak bahwa perintah taat kepada ulil amri itu diletakkan sesudah
perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian disambung
dengan wau athafdan tanpa didahului kata kerja perintah sebelum
kalimat ulil amri. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa ketaatan kepada
pemerintah itu wajib apabila pemerintah tersebut taat kepada Allah dan
Rasul-Nya atau ketika pemerintah itu bertindak sesuai dengan hukum-

hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.

*“ Nadirsyah Hosen, Tafsir Al-Qur’an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci Pada
Era Media Sosial (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2017), 135-137.
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Dikarenakan otoritas pemerintah itu yang tidak mutlak,
sehingga ketaatan rakyat pun juga bersyarat, yaitu pertama,
pemerintah merupakan seorang yang taat menjalankan syariat Allah.
Jika ia durhaka atau tidak melaksanakan syariat Islam, maka ia tidak
wajib untuk ditaati. Kedua, pemerintah itu menetapkan hukum dengan
adil di antara manusia. Jadi, rakyat wajib menaati. Akan tetapi, jika
pemerintah tersebut zalim dan aniaya maka rakyat tidak wajib menaati
karena kezaliman merupakan bukti ketidaktaatan kepada Allah SWT
dan Rasul. Ketiga, pemerintah tidak memerintahkan manusia untuk
berbuat maksiat. Tugas utama dari pemerintah muslim adalah
menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan dan mencegah mereka
untuk berbuat mungkar dan menyebarkan keutamaan serta memerangi
keburukan. Ketika pemerintah melakukan hal demikian, rakyat wajib
menaatinya dan tidak boleh menentangnya. Akan tetapi jika
pemerintah tersebut memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka
rakyat tidak wajib untuk menaatinya.*®

Islam sebagai agama juga menawarkan konsep mengenai sifat-
sifat atau karakteristik pemimpin dalam perspektif ajaran Islam. Untuk
memahami konsep dasar konseptual sifat-sifat pemimpin dalam
perspektif Islam ini, maka kita harus menggunakan 3 pendekatan,

yaitu:

% Syaiful Sagala, Pendekatan dan Model Kepemimpinan, 39.
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1) Pendekatan Normatif
Dasar konseptual kepemimpinan Islam secara normatif
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang terbagi atas 4 prinsip
pokok, yaitu:

a) Prinsip tanggung jawab dalam organisasi
Di dalam Islam telah digariskan bahwa setiap diri
merupakan pemimpin (minimal untuk dirinya sendiri) dan
untuk kepemimpinan itu ia dituntut untuk bertanggung jawab

sebagaimana sebuah hadits berikut ini:
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Abdullah Ibnu Umar r.a. mengatakan bahwa Rasulullah saw
bersabda, “Kalian semua adalah pemimpin dan
bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya.
Penguasa adalah pemimpin bagi rakyatnya dan
bertanggung jawab terhadap mereka. Istri adalah
pemimpin bagi rumah suaminya dan bertanggung
jawab terhadap kepemimpinan. Hamba sahaya
adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia
bertanggung jawab terhadap kepemlmplnannya”46

Abu Hatim rahimahullah mengatakan bahwa hadits ini

menegaskan bahwa semua pemimpin bertanggung jawab

¢ Abu' Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, sahih al-Bukhari, kitab ahkam, Bab Qoulilahi
ta‘ala athi' ullah (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-1imiyah, 1992), Juz VII, 444.
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kepada kepemimpinannya, maka wajib bagi seorang pemimpin
untuk selalu mengawasi dan memelihara rakyatnya.*’

Dalam pandangan Islam terhadap kepemimpinan
merupakan suatu amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya
dipertanggungjawabkan di dunia saja yaitu kepada anggota
yang dipimpinnya, melainkan juga akan
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Prinsip Etika Tauhid

Kepemimpinan Islam berdasarkan etika tauhid yaitu
berdasar pada kaidah nilai-nilai keimanan. Maksudnya yaitu
dalam hal mengangkat atau mempercayai seseorang untuk
menjadi pemimpin harus mengutamakan kesamaan dalam hal
keimanan, umat Islam hanya boleh mengangkat pemimpin dari
kalangan Islam sendiri. Hal yang demikian dijelaskan dalam
firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 118 sebagai

berikut:

_’/‘ 2 w:/// a/‘..{: Te s - .41/£E~/
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Artinya: Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil
menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang
yang di luar kalanganmu... (QS. Ali-Imran:118).%®

*" Thariq Muhammad as-Suwaidan, Melahirkan Pemimpin Masa Depan (Jakarta: Gema Insani,

2005), 10.

*® Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT Karya
Toha Semarang, 1971), 119.
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Prinsip Keadilan
Dalam sebuah organisasi atau institusi, agar terjaga

keseimbangan kepentingan antar kelompok yang ada maka
prinsip keadilan harus benar-benar dijaga dan ditegakkan
sehingga tidak muncul kelompok-kelompok marjinal.
Prinsip Kesederhanaan

Untuk bisa memerankan sebagai pelayan bagi yang
dipimpin, maka seorang pemimpin harus menjalani pola hidup
yang sederhana. la tidak boleh berfoya-foya dan bergelimang
harta, sementara orang-orang yang dipimpinnya dalam keadaan
susah dan sengsara dalam hidupnya. Hal tersebut ditegaskan
oleh Nabi bahwa seorang pemimpin itu harus melayani dan
tidak meminta untuk dilayani sebagaimana sabdanya, sebagai

berikut:

CEITI TS REEENERS Hikiea
“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka” (HR. Abu
Na'im).

Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan, bahwa
dalam perspektif norma ajaran kepemimpinan Islam itu harus
berdasarkan prinsip-prinsip: (1) tanggung jawab, (2) etika
tauhid, (3) keadilan, dan (4) kesederhanaan. Semua prinsip
tersebut harus terintegrasi dalam orientasi kepemimpinan

seseorang, sehingga lembaga atau organisasi yang dipimpinnya
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akan tampil sebagai lembaga yang mengutamakan manfaat
bagi umat, dan jauh dari kemudharatan.
2) Pendekatan Historis
Dengan pendekatan historis ini diharapkan akan lahir para
pemimpin yang memiliki sifat-sifat para nabi dan rasul. Adapun
sifat-sifat para nabi dan rasul adalah shiddiq, amanabh, tablig, dan
fathanah.*
a) Shiddiq
Shiddiq adalah jujur. Dengan sifat mulia tersebut, Nabi
Muhammad SAW pun menjadi pemimpin kepercayaan orang-
orang yang hidup semasanya. Beliau selalu memperlakukan
orang dengan adil dan jujur. Beliau tidak pernah berbicara
dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan
keteladanan. Tidak ada perbedaan antara kata dan perbuatan.
b) Amanah
Setiap manusia mempunyai amanah yang harus
dipertanggungjawabkan kepada sang pencipta, sekecil apa pun.
Sifat amanah Nabi Muhammad SAW tampah pada
kepercayaan publik kepadanya. Beliau mampu untuk
memelihara kepercayaan dengan cara merahasiakan sesuatu
yang harus dirahasiakan, dan sebaliknya, selalu mampu

menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Sesuatu

* Hariadi, Evolusi Pesantren: Studi Kepemimpinan Kiai Berbasis ESQ (Yogyakarta: LKIS
Yogyakarta, 2015), 89-91.
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yang harus disampaikan tersebut bukan saja tidak ditahan-
tahan, tetapi juga tidak akan diubah, ditambah, maupun
dikurangi.
Fathanah

Sifat Fathanah mencerminkan akal pemimpin yang
panjang dan sangat cerdas. Hal itu berpengaruh pada
kepemimpinannya yang sangat cerdas. Hal itu berpengaruh
pada kepemimpinannya yang selalu berwibawa. Bukan hanya
itu, pemimpin ala Nabi Muhammad SAW mewajibkan emosi
yang stabil. Artinya, tidak mudah berubah pada masa
keemasan, juga sewaktu terpuruk. Semua itu harus disyukuri
sebagai bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT.

Pemimpin haruslah menyelesaikan masalah dengan
tangkas dan bijaksana. la tentu saja disyaratkan memiliki
kecerdasan dan mengetahui dengan jelas, akar permasalahan
yang dihadapi serta tindakan yang diambil. Pemimpin yang
memiliki sifat fathanah mampu memahami bagian-bagian
sistem organisasi atau lembaga, lalu menyelaraskannya agar
sesuai strategi, untuk mencapai tujuan.

Tabligh

Tabligh adalah menyampaikan sesuatu yang harus

disampaikan. Ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin ada

pada keberaniannya menyatakan kebenaran, meskipun
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konsekuensinya berat. Rasulullah sangat tegas pada orang yang
melanggar hukum, namun sangat lembut dan memaafkan bila
ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri.

Karena, akuntabilitas berkaitan dengan sikap
keterbukaan, bisa juga disebut transparansi, untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan orang lain.
Akuntabilitas menjadi kunci bangunan kepercayaan publik,

lantas lahirlah masyarakat yang mumpuni dan saling percaya.>

3) Pendekatan Teoritik

Islam sebagai agama dan ideologi keagamaan adalah
bersifat terbuka. Hal ini mengandung arti bahwa walaupun dasar-
dasar konseptual yang ada dalam bangunan ideologi Islam sendiri
sudah sempurna. Islam tidak menutup kemungkinan adanya
interaksi dan komunikasi dengan ide-ide dan pemikiran-pemikiran
dari luar Islam selama pemikiran tersebut tidak bertentangan
dengan Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Sejarah juga telah membuktikan bahwa pengembangan
ilmu pengetahuan di dunia Islam, termasuk di dalamnya ilmu
pengetahuan tentang kepemimpinan, selama masih dalam koridor
ilmiah tentunya sangat dianjurkan. Yang demikian ini bisa terjadi
mengingat betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi umat

Islam dari zaman ke zaman. Sejarah perkembangan masyarakat

%0 Achmad Taufigoerrochman, Kepemimpinan Maritim (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2019), 138-

143).
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Islam pun mencatat dalam setiap zaman telah lahir pembaharu-
pembaharu pemikir Islam yang telah membangun dasar-dasar
konseptual yang relevan dengan zamannya.™

Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada syarat
khusus yang digunakan untuk menetapkan siapa saja yang dapat
diangkat untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak adanya petunjuk
operasional dan lengkap tentang khilafah atau kepemimpinan
dalam Islam, menunjukkan bahwa masalah kepemimpinan
merupakan personal budaya manusia yang nantinya berkembang
terus dan diiringi dengan perkembangan pikiran manusia dari
waktu ke waktu dari satu budaya ke budaya lainnya. Maka dari itu,
Al-Qur’an tidak mencantumkan masalah kepemimpinan secara
eksplisit.>

Berikut adalah kriteria yang berhak untuk dipilih menjadi
seorang pemimpin menurut Al-Mawardi, yaitu:>®
a) Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh.
b) Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di

dalam berbagai kasus dan hukum.
c) Memiliki pancaindera yang sehat, baik telinga, mata maupun
mulut sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan

yang diketahuinya.

*! Hariadi, Evolusi Pesantren, 93.
52 Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 101.
%% Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi

Press, 2017), 9.
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d) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang
menghalanginya untuk bergerak dan bertindak.

e) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat
dan mengurusi berbagai kepentingan.

f) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya
mampu melindungi negara dan melawan musuh.

g) Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy yang berdasarkan
nash dan ijma’.

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, syarat-syarat
menjadi seorang pemimpin, yaitu:>*
a) Dewasa atau aqgilbaligh
b) Otak yang sehat
c) Merdeka
d) Laki-laki
e) Keturunan Quraisy
f) Memiliki pendengaran dan penglihatan yang sehat
g) Kekuasaan yang nyata
h) Hidayah
i) Memiliki ilmu pengetahuan
j) Memiliki sifat wara’ (kehidupan yang bersih dengan
kemampuan mengendalikan diri, tidak bebuat hal-hal yang

terlarang dan tercela).

* lja Suntana, Pemikiran Ketatanegaraan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 183-184
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Sementara menurut Imam  Al-Haramain  Al-Juaini
mensyaratkan bahwa calon pemimpin saat ini tidak harus golongan
Quraisy ataupun dari golongan pemimpin yang sebelumnya, karena
syarat tersebut merupakan masalah yang diperselisihkan. Sehingga,
tidak boleh membuat statement pasti, apalagi masalah tersebut
adalah lapangan ijtihad sehingga tidak boleh mutlak-mutlakan.>

Kepemimpinan Camat Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Pada pemerintahan daerah kabupaten/kota dibagi atas
kecamatan dan kemudian kecamatan dibagi atas kelurahan/desa.
Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kecamatan atau yang
disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah
kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala
kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab  kepada bupati/walikota melalui  sekretaris  daerah.
Bupati/walikota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil
yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi
persyaratan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

% Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran , Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo,

1999), 256.
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Dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan

Daerah disebutkan mengenai tugas camat, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan;

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, camat sebagai seorang

pemimpin di kecamatan mempunyai tugas yang penting untuk

menentukan keberhasilan dalam mengkoordinasikan pemerintahan
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desa. Sehingga, dengan terlaksananya tugas-tugas tersebut akan

membawa kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam
penelitian ini, perlu adanya metode yang digunakan dalam pengumpulan data,
antara lain sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak
diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi yang lain.>® Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dimana penelitian
lapangan adalah penelitian yang karakteristik masalahnya mempunyai
hubungan dengan latar belakang dan kondisi yang terjadi sesungguhnya dari
subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.®’ Penelitian ini
dilakukan di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
B. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan penelitian ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor
Kecamatan Candi, Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, Kantor Kepala Desa

Durung Bedug, dan Kantor Kepala Desa Sugihwaras.

%% Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak,
2018), 8-9.

*" Etta Mamang Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian (Yogyakarta:
CV Andi Offset, 2010), 21.
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C. Subjek Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian yaitu Camat
Candi, pihak-pihak yang terkait lainnya seperti sekretaris Kecamatan Candi,
perangkat Kecamatan Candi, Kepala Desa Kali Pecabean, Kepala Desa
Durung Bedug, Kepala Desa DesaSugihwaras, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data
Pada dasarnya ada 3 (tiga) cara mendasar untuk mengumpulkan

informasi pada penelitian kualitatif, yaitu:

1. Observasi
Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke
lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,
kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.’® Dengan demikian, data
yang diperoleh dari observasi adalah bagaimana implementasi atau
pelaksanaan tugas dan wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan
pemerintahan desa di Kecamatan Candi, mengingat Kecamatan Candi
adalah salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak di
Kabupaten Sidoarjo.

2. Wawancara
Wawancara disebut juga proses komunikasi dan interaksi oleh karenanya
antar responden dan pewawancara masyarakat adanya penggunaan simbol-
simbol tertentu (misal bahasa) yang saling dapat dimengerti kedua belah

pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara.>® Pihak

%8 Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 104.
* Ibid., 109.
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yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini, yaitu s pihak-pihak
peramgkat Kecamatan Candi seperti sekretaris, perangkat Kecamatan
Candi, dan lainnya. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk
memperoleh data tentang implementasi tugas dan wewenang Camat Candi
dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa berdasarkan Figh Siyasah
dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah.

3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif dapat diperoleh dari sumber manusia atau
human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang
bukan dari manusia (non-human resources), diantaranya dokumen, foto,
dan bahan statistik.>® Metode ini digunakan untuk memperoleh bukti-bukti
atau data tentang tugas dan wewenang Camat dalam mengkoordinasikan
pemerintahan desa seperti data kegiatan koordinasi pemberdayaan
masyarakat, data koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, data koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan
Perkada serta data koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di Kecamatan Candi.

E. Sumber Data
1. Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data/observer atau peneliti. Data primer diperoleh

dengan cara wawancara.

% 1hid., 115.
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2. Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan

data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau melalui
dokumen atau sumber-sumber resmi lainnya.®
a. Bahan hukum primer yang memiliki kekuatan hukum memikat seperti
peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah;
3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan
Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
dan
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat
Daerah.
b. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber
data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari studi pustaka

(libraryresearch) berupa Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama,

%1 Ratu Ile Tokan, Manajemen Penelitian Guru (Jakarta: Grasindo, 2016), 75.
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buku-buku Figh, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan

dengan objek penelitian yang akan dibahas.

F. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif
yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang
bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang
diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu
kesimpulan umum. Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh
kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara
umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.®

. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan
keandalan menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan
pengetahuan kriteria dan paradigma sendiri.®® Untuk mengetahui keabsahan
data penelitian ini, peneliti memakai data Triangulasi. Data Triangulasi
merupakan data yang menggunakan berbagai macam sumber seperti
dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya. ®*
Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu teknik untuk menguji

kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh

dari sumber yang berbeda-beda.®

%2 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 112.
% Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas &
Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 92.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, 114.

% Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 64.
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H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis melalui 4 (tahap) penelitian, yaitu:*®

1. Tahap sebelum ke lapangan meliputi:

a.

b.

0.

Menyusun rancangan penelitian;
Memilih lapangan penelitian;
Menentukan fokus penelitian;
Konsultasi fokus penelitian;
Menghubungi lokasi penelitian;
Mengurusi perizinan;

Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap penelitian lapangan:

a.

b.

Memahami latar belakang penelitian dan meyiapkan diri;

Memasuki lokasi lapangan;

Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian;
Pencatatan data;

Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah

ditetapkan.

3. Tahap akhir penelitian lapangan:

a.

b.

C.

Penyusunan hasil penelitian;
Konsultasi hasil penelitian;

Perbaikan hasil konsultasi;

% Tjm Penyusun, Pedoman Karya Tulis llmiah IAIN Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2017),

76.



d. Pengurusan kelengkapan persyaraan ujian;

e. Munagasah skripsi.
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BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian
Penelitian skripsi ini dilakukan di Kecamatan Candi Kabupaten

Sidoarjo, berikut adalah gambaran umum Kecamatan Candi.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sidoarjo

EGENDA
T\ Batas Kabupaten
=~ Jalan Proplns|
~  Batas Keamatan

Sumber: Tagana Sidoarjo

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan
di Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Candi terletak
di wilayah bagian tengah kota Sidoarjo tepatnya di Jalan Moch. Ridwan
Nomor 1 Gelam, Candi Kabupaten Sidoarjo dengan luas wilayah 4066.73 Ha

yang berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kecamatan Sidoarjo
Sebelah timur : Selat Madura

Sebelah selatan : Kecamatan Tanggulangin
Sebelah barat : Kecamatan Tulangan

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai

jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat 24 desa di
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Kecamatan Candi yang terdapat 728 RT serta 160 RW di Kecamatan Candi.
Selain itu, jumlah penduduk Kecamatan Candi menurut hasil registrasi
penduduk akhir tahun 2019 berdasarkan jenis kelamin yaitu sebanyak 168,779
jiwa. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu 84,923 jiwa dan
jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan yaitu 83,856 jiwa.

Tabel 4.1

Banyaknya Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) dan Kepala
Keluarga (KK) Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2019

JKelurah Rukun Rukun K:epala

No Desa/Kelurahan Warga (RW) Te(t;r_:%ga Keé Kuir)ga
1. Karang Tanjung 5 26 2,473
2. Sumorame 17 43 2,775
3. Ngampelsari 6 46 3,020
4. Balonggabus 4 20 1,534
5. Balongdowo 4 30 2,344
6. Kendalpecabean 4 23 1,323
7. Kedung Peluk 4 19 1,258
8. Kali Pecabean 7 53 3,247
9. Klurak 7 37 1,985
10. Kebonsari 3 21 2,226
11. Gelam 5 29 2,634
12. Candi 6 20 1,334
13. Sugihwaras 8 28 2,655
14. Kedungkendo 10 36 2,983
15. Durung Banjar 3 15 948
16. Durung Bedug 7 34 2,247
17. Jambangan 6 27 1,395
18. Sumokali 6 32 2,017
19. Tenggulunan 8 23 2,328
20. Bligo 8 21 2,040
21. WedoroKlurak 5 31 1,574
22. Larangan 9 47 3,047
23. Sepande 11 43 3,310
24, Sidodadi 7 24 1,045

Jumlah 160 728 1,405

Sumber: Kantor Camat Candi



Tabel 4.2

Luas Wilayah, Ketinggian, dan Jarak Dari Desa/Kelurahan ke Ibukota
Kecamatan Tahun 2019
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Luas Ketinggian Jarak
No. Desa/Kelurahan Wilayah Wilayah Tempuh ke
(Hektare) (m) Ibukota Kec.
1. Karang Tanjung 144.99 4 5
2. Sumorame 123.35 4 2
3. Ngampelsari 100.62 4 2
4. Balonggabus 48.69 4 3
5. Balongdowo 162.30 4 4
6. Kendalpecabean 129.84 4 5
7. Kedung Peluk 1209.67 4 5
8. Kali Pecabean 198.00 4 5
9. Klurak 162.30 4 3
10 Kebonsari 163.38 4 3
11. Gelam 114.70 4 1
12. Candi 37.40 4 1
13. Sugihwaras 120.10 4 1
14. Kedungkendo 128.76 4 3
15. Durung Banjar 114.69 4 3
16. Durung Bedug 220.73 4 5
17. Jambangan 114.70 4 3
18. Sumokali 122.26 4 3
19. Tenggulunan 63.84 4 1
20. Bligo 86.53 4 1
21. WedoroKIlurak 136.33 4 2
22. Larangan 82.24 4 1
23. Sepande 173.11 4 4
24. Sidodadi 108.20 4 5
Sumber: Kantor Camat Candi
Berikut adalah Visi dan Misi Kecamatan Candi
1. Visi

(Bersih, Indah, dan Nyaman).

Menjadikan Kecamatan Candi sebagai unggulan dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat menuju lingkungan yang BERIMAN



2. Misi
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a. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia.

b. Mencukupi sarana dan

prasarana pelayanan publik untuk

meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh

masyarakat.

c. Meningkatkan motivasi kinerja Aparatur Kecamatan Candi yang

transparan dan profesional.

d. Membangun citra pelayanan dengan memperkenalkan pengguna

layanan sebagai pusat perhatian.

Tabel 2.3
Struktur Organisasi Kecamatan Candi
No. Nama Jabatan
1. | Akhmad Iwan Jauhari, S.Sos. Camat Candi
9 Anang Wahyu Hari Widodo, | Sekretaris Camat Candi
" | S.H.
N R Pengelola Administrasi Seksi
e e e Pemerintahan Kecamatan Candi
4. | Jumaron Pengadministrasi Pemerintahan Seksi
' Pemerintahan Kecamatan Candi
5. | Arifin. S.Sos. Kepala Seksi Perr_lbangunan
Kecamatan Candi
6. | Mohammad Rois Pengadministrasi Umum Seksi _
Pembangunan Kecamatan Candi
7. | siti Maisaroh, S.T. Pengelola Data Sgk3| Pembangunan
Kecamatan Candi
: Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
£ Aoait B Keuangan Kecamatan Candi
. . Bendahara Sub Bagian Perencanaan
9. | Husnia Eta Rintiningsih, S.E. dan Keuangan Kecamatan Candi
Pengadministrasi Sub Bagian
10. | Haryono Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
Candi
Pranata Komputer Sub Bagian
11. | Mohammad Bahrul Ulum, A.md | Perencanaan dan Keuangan Kecamatan
Candi
12. | Akhmad IldomMaun Pengelola Bahan Perencanaan Sub
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Bagian Perencanaan dan Keuangan
Kecamatan Candi

13.

Ir. Budi Hariono

Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan Candi

14.

Arief Dwi Winarko

Pengelola Keamanan dan Ketertiban
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Kecamatan Candi

15.

Sugiyanto

Pengelola Keamanan dan Ketertiban
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Kecamatan Candi

16.

Mochammad Djunaedi

Pranata Pasukan Pengamanan dalam
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Kecamatan Candi

17.

Muklason

Pengadministrasi Kependudukan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Candi

18.

Asmunif

Pengadministrasi Kependudukan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Candi

19.

Listiyaning Pratiwi

Pengadministrasi Kependudukan Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Candi

20.

Sulikhah

Pengelola Data Pelayanan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Kecamatan
Candi

21.

Mulyahadi

Pengelola Data Pelayanan Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Kecamatan
Candi

22.

Mochammad Afton

Pengelola Kepegawaian Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Kecamatan
Candi

23.

Su'udah

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Candi

24,

Samsul Huda

Pengadministrasi Umum Seksi
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Candi

25.

Zainul Arifin

Pengelola Kesejahteraan Sosial Seksi
Kesejahteraan Sosial Kecamatan Candi

26.

Tengku Andraini Husnia, S.E.

Pengadministrasi Umum Seksi
Perekonomian Kecamatan Candi

27.

Sri Lestari, S.H.

Pengadministrasi Umum Seksi
Perekonomian Kecamatan Candi

28.

M. Rohim, S.Sos.

Pengelola Pembinaan dan
Pengembangan Perekonomian Seksi
Perekonomian Kecamatan Candi

Sumber: Kantor Camat Candi
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B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat Candi Dalam
Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa
Pada perangkat daerah kabupaten/kota terdapat organisasi
kecamatan yang merupakan organisasi mewilayahkan dan juga merupakan
organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota
membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa/kelurahan. ®° Pemerintah pusat menugaskan kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat untuk membentuk kecamatan guna kepentingan strategis
nasional.®® Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mendapatkan pelimpahan
wewenang dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan
umum. Persyaratan dan pengangkatan camat dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pengangkatan
camat dilaksanakan melalui mekanisme seleksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

%7 Sekretariat Negara RI, Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

% Sekretariat Negara RI, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan

% Sekretariat Negara RI, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan

"0 Sekretariat Negara RI, Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Kecamatan



64

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap tugas dan
wewenang camat. Setelah itu terdapat perubahan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pemerintahan Daerah, namun tidak ada perubahan mengenai tugas dan
wewenang camat karena perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
bertujuan untuk mengatur pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil
kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni serta perubahan mengenai
tugas dan wewenang DPRD dan Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berikut adalah perubahan tugas dan wewenang camat setelah
perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. Adanya penambahan tugas camat yang dipaparkan di Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, yaitu tugas camat melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota
yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.
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b. Dalam perubahannya, selain melaksanakan tugas yang dijelaskan di
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan untuk melaksanakan
tugas pembantuan.

c. Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, camat merupakan kepala wilayah sebagai wakil
pemerintah pusat di wilayah kecamatan. Dan sekarang berlakunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
menjadikan  kecamatan sebagai pelaksana kebijakan yang
didelegasikan kepada camat oleh kepala daerah masing-masing.

Perubahan tersebut menjadikan camat memperoleh kewenangan
atributif dan delegatif. Sehingga, dalam implementasinya camat sebagai
pemimpin kecamatan harus mengetahui kewenangannya tersebut untuk
melayani masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa tugas camat, yaitu:"*

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

™ Sekretariat Negara RI, Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah



66

Mengoordinasikan  upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain itu, di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

tentang Kecamatan diuraikan mengenai tugas camat, yaitu:"?

a.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:

72 Sekretariat Negara RI, Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Kecamatan
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1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;

2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah
kerja kecamatan;

3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kecamatan; dan

4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja kecamatan kepada bupati/walikota.

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum, meliputi:

1) Sinergitas dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertical di wilayah
Kecamatan;

2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat; dan

3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepada Bupati/walikota;

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
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2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan  di  wilayah ~ Kecamatan  kepada
bupati/walikota.

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum, meliputi;

1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical
terkait;

2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta; dan

3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan, meliputi:

1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan
perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan; dan

3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada bupati/walikota.

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
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1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya;
3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
kecamatan, dan
4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada bupati/walikota melalui sekretaris
daerah; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, camat mendapatkan pelimpahan sebagian
kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dalam
Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan dijelaskan bahwa sebagian urusan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh bupati/walikota kepada camat terdiri atas pelayanan
perizinan dan nonperizinan.
Pelayanan perizinan tersebut dilaksanakan dengan kriteria:"®
a. Proses sederhana;

b. Objek perizinan berskala kecil;

"3 Sekretariat Negara RI, Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan
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c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan

d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.

Sedangkan pelayanan nonperizinan dilakukan dengan kriteria:"*
a) Berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;

b) Kegiatan berskala kecil; dan

c) Pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

Pelimpahan kewenangan bupati/walikota kepada camat dilakukan
berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik
kecamatan dan kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang
bersangkutan.”

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Kabupaten
Sidoarjo kepada Camat yaitu meliputi urusan pemerintahan pada bidang:"®
a. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. Administrasi Umum dan Penataan Ruang;

d. Perhubungan;

e. Tenaga Kerja;

f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

h. Perindustrian;

™ Sekretariat Negara RI, Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan

" Sekretariat Negara RI, Pasal 11 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang
Kecamatan

"8 pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Kepada Camat



71

i. Perdagangan;
j. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
k. Lingkungan Hidup.

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Candi Kabupaten
Sidoarjo. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan
Bapak Sya’roni bahwa pengaturan mengenai tugas dan wewenang camat
di Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor
4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada
Camat. /" Berikut adalah jenis-jenis pelayanan di Kecamatan Candi,
yaitu: "

a. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, meliputi:
1) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk;
2) Pelayanan Surat Pindah Datang;
3) Pelayanan Surat Pindah Keluar; dan
4) Pelayanan Rekomendasi Akta Perkawinan.
b. Bidang Ketenagakerjaan, meliputi:
1) Pelayanan Surat Keterangan Pencari Kerja (AK | s/d AK V); dan
2) Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK).

" Mochammad Sya’roni Ma’arif, wawancara, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
"http://candi.sidoarjokab.go.id/ diakses pada tanggal 24 Februari 2021



http://candi.sidoarjokab.go.id/

72

c. Bidang Perijinan dan Penanaman Modal, meliputi:

1) Pembuatan dan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Rumah Tinggal Non Tingkat, Non Perumahan dengan Luas
dibawah 200 m?;

2) Pelayanan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan
Luas diatas 200 m?; dan

3) Pelayanan Rekomendasi Izin Gangguan (HO).

d. Bidang Kesehatan, meliputi:
1) Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
e. Bidang Administrasi Pertanahan, meliputi:

1) Akta Jual Beli (AJB);

2) Akta Hibah (AH);

3) Akta Pembagian Hak Bersama (APHB); dan

4) Pelayanan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah.

Berikut adalah uraian mengenai pelaksanaan tugas Camat Candi
dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa:
a. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat meliputi;

1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan
pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;

2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah Kkerja

Kecamatan;
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3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
Kecamatan; dan;

4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah
kerja bupati/walikota.

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan di
Kabupaten Sidoarjo yang memiliki status IDM pemberdayaan
masyarakat kategori “Maju”.”® Berikut adalah data hasil penelitian
yang dihasilkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data
wawancara, yaitu:

“Dalam pemberdayaan masyarakat, pemerintah Kecamatan
Candi melalukan pemberdayaan masyarakat desa dan juga
memberikan pembinaan dan evaluasi kepada unit Kkerja
kecamatan maupun desa yang membidangi kegiatan
pemberdayaan masyarakat. Dalam melakukan pembinaan dan
evaluasi kepada unit kerja kecamatan maupun desa yang
membidangi pemberdayaan masyarakat yaitu dilakukan secara
rutin melalui penjadwalan rapat koordinasi. Selanjutnya,
melakukan pemberdayaanmasyarakat dengan cara melakukan
sosialisasi tentang kesehatan, pelatihan keterampilan bekerja
bagi kaum wanita di Kecamatan Candi yang dipandu oleh
organisasi PKK, pelatihan usaha untuk masyarakat seperti
UMKM, koperasi, penyuluhan pelestarian kebudayaan, dan lain
sebagainya. Kendalanya yaitu, adanya pola pikir masyarakat
yang berbeda-beda, sehingga apabila di suatu desa tersebut pola
pikir masyarakatnya maju, maka kegiatan pemberdayaan
masyarakat terlaksana sesuai ketentuan yang mengaturnya, dan
apabila pola pikir masyarakat desa tersebut rendah, maka
pemlggrdayaan masyarakat di desa tersebut butuh peningkatan
lagi.

Hal ini didukung oleh Kepala Desa Kali Pecabean yaitu Bapak

Arif Alif Ansyori, beliau mengatakan:

™ Tim Penyusun, Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Tribulan-111 2020 (Sidoarjo: Bappeda
Kabupaten Sidoarjo, 2020), 125.
8 Mochammad Sya’roni Ma’arif, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
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“Kegiatan pemberdayaan masyarakat biasanya dilakukan
dengan cara sosialisasi baik di bidang ekonomi, sosial, maupun
kesehatan yang pastinya dihadiri oleh masyarakat dan nantinya
akan diberikan suatu arahan dari bapak camat dan fasilitator
tertentu sesuai dengan bidangnya, namun hanya beberapa
masyarakat saja yang berpartisipasi. Selain itu, Camat Candi
juga mengontrol apakah program pemberdayaan masyarakat di
Desa Kali Pecabean tersebut dapat berjalan dengan semestinya
dan tentunya Camat Candi juga meminta laporan mengenai
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Kali

Pecabean”.®

Bapak Anang Wahyu Hari Widodo selaku Sekretaris

Kecamatan Candi menambahkan bahwa:

“Pemerintah Kecamatan Candi membentuk suatu forum
koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
yang terdiri dari pemerintah Kecamatan Candi, Pemerintah desa
(Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna), tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kecamatan Candi.
Forum tersebut berfungsi untuk membahas program rencana

pembangunan di Kecamatan Candi”.*

Hal senada dikatakan oleh salah satu ketua RT 03 RW 03 Desa

Sugihwaras yaitu Bapak Mujahidin, beliau mengatakan:

“Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Candi juga melibatkan masyarakat, meskipun nyatanya
masyarakat sekitar masih banyak yang lebih memilih untuk
bekerja atau melakukan aktivitas lainnya. Tentunya, saya selaku
ketua RT 03 RW 03 Desa Sugihwaras juga harus berpartisipasi
dalam forum tersebut, dan kemudian hasilnya akan saya
sampaikan ke masyarakat. Harapan untuk kedepannya yaitu
agar Camat Candi meningkatkan hubungannya dengan
masyarakat dalam hal MUSRENBANG dengan cara
memberikan pemahaman mengenai hal tersebut agar masyarakat
paham serta dapat menyalurkan aspirasinya dalam
MUSRENBANG di Kecamatan Candi”.®

8 Arif Alif Ansyori, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18 Februari

2021.

8 Anang Wahyu Hari Widodo, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
8 Mujahidin, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Sugihwaras, 18 Februari 2021.
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Dari penjelasan informan di atas, Peneliti dapat mengambil
kesimpulan bahwa dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat, Camat Candi perlu mendorong partisipasi masyarakat
untuk ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan
Kecamatan Candi agar masyarakat aktif dalam menyalurkan
aspirasinya di bidang MUSRENBANG. Selain itu, Camat Candi
melakukan pembinaan dan evaluasi kepada unit kerja Kecamatan
Candi maupun pemerintah desa di bidang pemberdayaan masyarakat,
serta terdapat sosialisasi kepada masyarakat tentang kesehatan,
pendidikan, sosial budaya, pelatihan peningkatan ekonomi desa,
UMKM, dan lain sebagainya.

. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh
masyarakat; dan

3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban
kepala bupati/walikota.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan
keterlibatan seorang camat untuk mengoordinasikan ketenteraman dan

ketertiban di wilayah kecamatan. Berikut adalah data hasil penelitian
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yang dihasilkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

wawancara, yaitu:

“Terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat
Candi bekerja sama dengan saya selaku Kepala Seksi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candi. Kita
mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan menegakkan
ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Candi. Salah
satu kegiatan tersebut yaitu kita selalu melaksanakan Patroli
keliling yang dilakukan oleh anggota bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum baik dilakukan di pagi, siang, maupun malam
hari. Secara temporer, kita selalu melaksanakan pembinaan
LINMAS dan tokoh masyarakat terkait masalah ketenteraman
dan ketertiban umum, sehingga situasi di setiap desa tetap
kondusif. Dalam kondisi yang sekarang yaitu pelaksanaan
PSBB, setiap hari kita juga melakukan pembinaan sekaligus
melakukan operasi yustisi. Operasi Yustisi dilakukan untuk
menyadarkan masyarakat atas pentingnya protokol kesehatan di
pandemi Covid-19”. Dalam melakukan koordinasi upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, Kecamatan
Candi juga berkoordinasi dengan Kepolisian serta TNI”.5¢

Hal ini didukung oleh Kepala Desa Kali Pecabean yaitu Bapak

Arif Alif Ansyori, beliau mengatakan:

“Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum di
Kecamatan Candi terdapat suatu gugus kecamatan yang terdiri
dari Kapolsek Candi, Koramil Candi, Pemerintah Kecamatan
Candi, serta Kepala Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan
Candi. Gugus tersebut dibentuk untuk mempermudah
komunikasi dan koordinasi apabila terdapat suatu permasalahan
yang menyangkut ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah Kecamatan Candi”.®

Hal tersebut juga didukung oleh Kepala Seksi Bidang

Pemerintahan Desa Durung Bedug yaitu Bapak Honda, beliau

mengatakan:

8 Budi Hariono, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
8 Arif Alif Ansyori, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18 Februari

2021.



77

“Sejauh ini Camat Candi dalam menegakkan ketenteraman dan
ketertiban umum  berkoordinasi dengan baik bersama
pemerintah Desa Durung Bedug. Selain itu, Camat Candi juga
berkunjung ke Desa Durung Bedug untuk mengontrol dan

mengevaluasi terkait dengan ketenteraman dan ketertiban yang

terdapat di Desa Durung Bedug”.%

Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat mengambil
kesimpulan bahwa dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum, Camat Candi bekerja sama dengan
bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Candi, Polsek
Candi, dan Koramil Candi. Selain itu, Camat Candi juga melakukan
pembinaan LINMAS serta tokoh masyarakat terkait masalah
ketenteraman dan ketertiban umum agar situasi di desa wilayah
Kecamatan Candi tetap kondusif.

c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada
bupati/walikota.

Berikut adalah data hasil penelitian yang dihasilkan peneliti

menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu:

# Honda, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Durung Bedug, 18 Februari 2021.
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“Pemerintah kecamatan lebih mengutamakan kepada regulasi-
regulasi yang berhubungan dengan pemerintahan desa, baik
dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pengadministrasian,
pengelolaan keuangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang
menyangkut pemerintahan desa. Pada umumnya, peraturan
tersebut lebih banyak mengatur tentang kemasyarakatan dan
perangkat desa. Apabila terdapat pemerintahan desa yang
merasa kesulitan terkait pemahaman hukum, maka Kkita
melakukan koordinasi dengan cara mengundang mereka dan
melakukan penyampaian persepsi atas makna, arti, dari
peraturan tersebut baik dari Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri, Peraturan
Bupati, dan peraturan lainnya yang menyangkut kegiatan
pemerintahan. Selain itu, dalam mengkoordinasikan penerapan
dan penegakan perda dan perkada juga berkoordinasi dengan
Kepala Seksi Pemerintahan serta Satuan Polisi Pamong Praja
guna memperlancar penerapan dan penegakan perda dan
perkada di Kecamatan Candi”.%’

Hal ini didukung oleh Kepala Desa Kali Pecabean yaitu Bapak
Arif Alif Ansyori, beliau mengatakan:
“Apabila terdapat Perda Kabupaten Sidoarjo, Peraturan Bupati,
ataupun Undang-Undang lainnya yang terbaru, Camat Candi
langsung memberitahu dan mengondisikan kepada seluruh
Kepala Desa di wilayah Kecamatan Candi untuk melaksanakan
rapat. Dalam hal tersebut, Camat Candi juga mengundang
narasumber untuk menguraikan atau menjabarkan makna dari
Perda tersebut. Misalnya yaitu Perda Penertiban PKL pasti akan
dihadiri oleh Satpol PP, Polsek, dan juga Koramil untuk
membantu menjabarkan makna dari Perda tersebut” %
Dari penjelasan informan di atas, peneliti dapat mengambil
kesimpulan bahwa dalam mengkoordinasikan penerapan dan
penegakan perda dan perkada, yaitu camat mengutamakan pada

penerapan perda dan perkada yang berhubungan dengan pemerintahan

desa serta melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan,

8 Mochammad Sya’roni, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
8 Arif Alif Ansyori, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18 Februari

2021.
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Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam penegakan dan penerapan perda dan perkada di
Kecamatan Candi.
. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum, meliputi;
1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang
terkait;
2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
yang melibatkan pihak swasta; dan
3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota.
Prasarana dan fasilitas merupakan salah satu hal penting
penunjang keberhasilan pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan
prasarana fan fasilitas harus diperhatikan oleh pemerintah kecamatan
agar menciptakan pelayanan umum yang nyaman untuk masyarakat.
Berikut adalah data hasil penelitian yang dihasilkan peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu:
“Dalam menjalankan tugasnya di bidang koordinasi prasarana
dan sarana pelayanan umum, camat dibantu oleh KASI Fasilitas
dan Prasarana. Dalam hal ini, kita selalu memperhatikan sarana
dan prasarana pelayanan umum baik di lingkungan kantor
Kecamatan Candi maupun lingkup desa di Kecamatan Candi.
Dalam lingkup kecamatan kita melakukan pemantauan setiap
sarana dan fasilitas yang ada di kantor Kecamatan Candi untuk
menunjang pelayanan masyarakat. Dalam lingkup desa, untuk

saat ini pemerintah Kecamatan Candi memfokuskan pada
fasilitas umum yaitu jalan umum yang rusak akibat musim
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hujan dan akan dilakukan perbaikan untuk kenyamanan
masyarakat saat berkendara”.®

Hal ini didukung oleh Ernawati seorang masyarakat Perumahan
Candi Loka, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi yang sedang
mengurus kehilangan KTP di kantor Kecamatan Candi, beliau
mengatakan:

“Fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Candi cukup

memuaskan, namun saran saya yaitu untuk lebih ditingkatkan

lagi fasilitas tersebut agar pelayanan masyarakat bisa berjalan

lebih maksimal daripada sebelumnya”.”

Dari penjelasan kedua informan di atas, peneliti dapat
mengambil kesimpulan bahwa dalam mengkoordinasikan pemeliharaan
prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat Candi melakukan kerja
sama dengan Kepala Seksi Bidang Sarana dan Fasilitas dengan cara
memperhatikan sarana dan fasilitas pelayanan umum di lingkungan
kantor Kecamatan Candi dan lingkungan di desa yang terdapat di
Kecamatan Candi, namun perlu ditingkatkan lagi untuk menunjang
keberhasilan pelayanan masyarakat Kecamatan Candi.

Tugas Camat dalam  mengkoordinasikan  penyelenggaraan

pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:

1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat
daerah dan instansi vertikal terkait;

2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan; dan

8 Mochammad Sya’roni, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
% Ernawati, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
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3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan kepada bupati/walikota.

Tugas Camat Candi dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat kecamatan sangat berpengaruh dalam proses
pelayanan publik di Kecamatan Candi. Berikut adalah data hasil
penelitian yang dihasilkan peneliti menggunakan teknik pengumpulan
data wawancara, yaitu:

“Untuk menunjang keberhasilan dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Candi yang
mempunyai jumlah desa terbanyak dan terdapat beberapa
kekosongan pegawai di dalamya, tentunya juga berpengaruh
dalam pelayanan publik maka kita melakukan peningkatan
terhadap kinerja aparatur kecamatan dengan cara melakukan
pembinaan maupun pelatihan terhadap aparatur Kecamatan
Candi serta meningkatkan sarana dan aparatur sehingga aparatur
Kecamatan Candi dapat melaksanakan kinerjanya dengan
maksimal dalam melayani masyarakat”.91

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Sya’roni
selaku Kepala Seksi Pemerintahan, beliau mengatakan:

“Mengkoordinasikan ~ penyelenggaraan  pemerintahan  di
Kecamatan Candi merupakan kerja sama antara Camat Candi
dan saya sebagai KASI Pemerintahan, karena tugas tersebut
sangat erat hubungannya dengan bidang pemerintahan. Camat
Candi merupakan partner yang tepat dalam melakukan kerja
sama di bidang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
Kecamatan Candi, karena adanya persamaan visi dan misi serta
beliau adalah orang yang bertanggung jawab dalam
menjalankan ‘[ugasnya”.92

Dari penjelasan kedua informan di atas, peneliti dapat

mengambil ~ kesimpulan  bahwa  dalam  mengkoordinasikan

°! Anang Wahyu Hari Widodo, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
2 Mochammad Sya’roni, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
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penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Candi, Camat Candi
melakukan kerja sama dengan KASI Pemerintahan dengan cara
melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap Kkinerja aparatur
Kecamatan Candi karena pemerintahan Kecamatan Candi sendiri
terdapat beberapa kekosongan pegawai, serta meningkatkan sarana
penunjang kinerja aparatur Kecamatan Candi agar maksimal dalam
melaksanakan kinerjanya terutama di bidang pelayanan publik.
Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan

Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
merupakan proses, perbuatan membina (negara dan sebagainya),
pembaharuan; penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang
dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih
baik.

Santoso mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
pembinaan merupakan suatu usaha memelihara, melatih, dan
meningkatkan menjadi lebih baik lagi, Pembinaan juga dapat dilakukan
dengan beberapa bentuk yaitu: a) Penyuluhan; b) Pengarahan, dan c)
Bimbingan.

Selain itu, Situmorang mengemukakan bahwa pembinaan
dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan

kegairahan kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang
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bertanggungjawab dan mempunyai nilai yang bertentangan dengan
maksud serta kepentingan tugas.*

Dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.** Merujuk pada Pasal
154 ayat (1) Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa menyebutkan bahwa camat atau sebutan lain melakukan tugas
pembinaan dan pengawasan desa.”

Kemudian, Pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 juga menyebutkan mengenai pembinaan dan pengawasan
pemerintahan desa oleh camat yang dilakukan melalui:*

1) Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

2) Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

3) Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
desa;

4) Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;

5) Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan petang desa;

% Dadang Supriatna, “Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang”, Jurnal Moderat, 6(2020): 311-312.

% Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

% pasal 153 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

% pasal 154 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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6) Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

7) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan
Desg;

8) Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

9) Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan desa;

10) Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

11) Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

12) Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga
permusyawaratan;

13) Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

14) Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak
ketiga;

15) Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa
serta penetapan dan penegasan batas desa;

16) Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat desa;

17) Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan

18) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di
wilayahnya.

Berikut adalah data hasil penelitian yang dihasilkan peneliti
menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, yaitu:

“Pemerintah Kecamatan Candi dalam melakukan pembinaan
pemerintahan desa baik pembinaan penyusunan peraturan desa,
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pengelolaan dana desa, pembangunan desa yaitu dilakukan
secara berkala setiap triwulan dengan cara turun ke desa. Dalam
melakukan pembinaan, pemerintah Kecamatan Candi membuat
strategi dengan cara membagi desa menjadi 3 kriteria yaitu,
desa kriteria maju, berkembang, dan tertinggal. Kemudian,
setiap desa yang maju, berkembang, dan tertinggal digabungkan
menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 6 desa setiap kelompok
sehingga pemerintah desa dengan Kkriteria tertinggal dan
berkembang dapat belajar dari desa yang berkriteria maju dam
berfungsi untuk meratakan kemampuan setiap desa agar tidak
tertinggal dalam melaksanakan pemerintahan baik dalam
pengelolaan keuangan, penyusunan peraturan desa, dan lain
sebagainya”.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Sya’roni
selaku Kepala Seksi Pemerintahan, beliau mengatakan:

“Kami juga melakukan pembinaan kepada pemerintah desa di
Kecamatan Candi dalam hal pembinaan sumber daya manusia.
Hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik
di pemerintahan desa. Selain itu kami juga bekerja sama dengan
pemerintahan desa dalam hal pembinaan partisipasi masyarakat
di bidang pembangunan, karena hal tersebut sangat memerlukan
kerja sama dengan desa mengingat Kecamatan Candi
mempunyai jumlah desa terbanyak sehingga kami juga agak
kesulitan dalam dalampembinaan masyarakat yang pastinya

setiap masyarakat mempunyai pola pikir yang berbeda-beda”.*®

Hal senada dikatakan oleh Kepala Desa Sugihwaras yaitu Bapak
Syaiful, beliau mengatakan:

“Camat Candi aktif dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan menyangkut bidang sosial administrasi maupun
pertanggungjawaban keuangan yang terdapat di Desa
Sugihwaras.  Setiap  triwulan terdapat pembinaan dan
pemeriksaan yang sifatnya bukan inspektorat. Dan kita juga

melakukan laporan setiap triwulan mengenai dana desa”.”

Adapun saran dari salah satu tokoh masyarakat Desa Durung

Bedug, beliau mengatakan:

°7 Anang Wahyu Hari Widodo, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
% Mochammad Sya’roni, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Candi, 13 Januari 2021.
% Syaiful, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Sugihwaras, 18 Februari 2021.
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“Karena kita adalah masyarakat yang mempunyai karakter yang
berbeda-beda, ada yang peduli dengan sistem pemerintahan
kecamatan dan begitu juga sebaliknya, maka saran saya
mengenai  pembinaan  seharusnya Camat Candi atau
pemerintahan ~ kecamatan  beserta  pemerintahan  desa
meningkatkan koordinasinya dalam hal pembinaan sumber daya
manusia. Sumber daya manusia tersebut adalah masyarakat
Kecamatan Candi, agar mereka paham dalam hal

penyelenggaraan kegiatan di desa maupun di kecamatan seperti

kegiatan pembangunan, dan lain sebagainya”.loo

Dari penjelasan keempat informan di atas, peneliti dapat
mengambil kesimpulan bahwa dalam membina dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan Camat Candi
melakukan pembinaan dan pengawasan baik dibidang sumber daya
manusia, pengelolaan keuangan, penyusunan peraturan desa,
pembangunan desa, dan lain sebagainya. Namun, Camat Candi beserta
pemerintahan desa harus meningkatkan koordinasi di bidang
pembinaan masyarakat desa. Selain itu, dalam pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan, Camat
Candi membuat strategi dengan cara menyamaratakan antara desa yang
tergolong maju, berkembang, dan desa yang tergolong tertinggal. Hal
tersebut berfungsi untuk meratakan kemampuan desa agar tidak
tertinggal dalam penyelenggaraan kegiatan desa.

C. Pembahasan Temuan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan melalui teknik

wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti memberikan

199 wiwit, diwawancarai oleh Penulis, Rumah Bapak Wiwit Desa Durung Bedug, 8 Juni 2021.
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penjelasan terhadap temuan-temuan yang diugkap dari lapangan. Berikut

adalah temuan-temuan yang di dapat di lapangan, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat Candi dalam

Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa
a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di
Kabupaten Sidoarjo yang memiliki status IDM pemberdayaan
masyarakat kategori ‘“Maju”. Dalam mengkoordinasikan kegiatan
pemberdayaan masyarakat, Camat Candi membentuk forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang berfungsi untuk
perencanaan pembangunan Kecamatan Candi kedepannya. Namun
nyatanya masih Kkurangnya partisipasi masyarakat dalam forum
tersebut, sehingga Camat Candi harus meningkatkan hubungannya
dengan masyarakat mengenai pentingnya aspirasi masyarakat di
bidang MUSRENBANG di Kecamatan Candi. Dalam pemberdayaan
masyarakat, Camat Candi beserta fasilitator yang membidangi program
yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat melakukan
kegiatan sosialisasi baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial
budaya, pelatihan peningkatan ekonomi desa melalui UMKM, dan lain
sebagainya. Namun, Camat Candi juga harus meningkatkan
pemahaman kepada masyarakat desa yang mempunyai pola pikir
rendah agar pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan

perundang-undangan. Selain itu, Camat Candi juga melakukan
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pembinaan dan evaluasi terhadap unit kerja yang bergerak di bidang
pemberdayaan masyarakat untuk memaksimalkan berjalannya program
pemberdayaan masyarakat.

Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan keterlibatan
seorang camat untuk mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban
di wilayah kecamatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
penulis, implementasi Camat Candi dalam mengkoordinasikan upaya
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu Camat
Candi melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Kecamatan Candi, Polsek Kecamatan Candi, dan
Koramil Kecamatan Candi. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam
menegakkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Candi
yaitu adanya pembagian gugus untuk mempermudah komunikasi dan
koordinasi apabila terdapat suatu permasalahan yang menyangkut
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Candi.
Selain itu, Camat Candi juga melakukan pembinaan LINMAS serta
tokoh masyarakat terkait masalah ketenteraman dan ketertiban umum
agar situasi di desa wilayah Kecamatan Candi tetap kondusif.
Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah
Dalam pelaksanannya, Camat Candi dalam mengkoordinasikan

penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
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Daerah yaitu Camat Candi melakukan sosialisasi kepada pemerintahan
desa apabila terdapat suatu Perda maupun Perkada yang berkaitan
dengan pemerintahan desa serta bekerja sama dengan Kepala Seksi
Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dalam penegakan dan penerapan perda dan Perda
dan Perkada di Kecamatan Candi. Selain itu, sosialisasi tersebut
dilakukan agar pemerintahan desa di Kecamatan Candi paham atas isi
yang terkandung dalam Perda dan Perkada yang berkaitan dengan
Pemerintahan Daerah.

Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum

Dalam pelaksanaannya, Camat Candi dalam mengkoordinasikan
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, yaitu melakukan
kerja sama dengan Kepala Seksi Bidang Sarana dan Fasilitas Umum
dengan cara mengontrol kelayakan sarana dan prasarana yang
berkaitan dengan pelayanan umum di Kecamatan Candi. Namun hal
tersebut perlu ditingkatkan lagi untuk menunjang kenyamanan dalam
pelayanan umum.

Mengkoordinasikan  Penyelenggaraan Pemerintahan di  Tingkat
Kecamatan

Dalam pelaksanaannya, Camat Candi dalam mengkoordinasikan
penyelenggaraan di Kecamatan Candi, yaitu menitikberatkan pada

pelayanan publik yang maksimal di Kecamatan Candi. Dalam
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mencapai tujuan tersebut, Camat Candi melakukan pembinaan dan
pelatinan kepada aparatur pemerintah Kecamatan Candi serta
melakukan peninjauan perlengkapan penunjang Kkinerja aparatur
pemerintahan Kecamatan Candi. Dalam pembinaan tersebut, Camat
Candi bekerja sama dengan Kepala Seksi Pemerintahan.

Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan

Dalam pelaksanaannya, Camat Candi dalam membina dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan yaitu melakukan
pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa baik di bidang sumber
daya manusia, pengelolaan keuangan, penyusunan peraturan desa,
pembangunan desa, dan lain-lain. Namun, Camat Candi dan
pemerintahan desa harus meningkatkan koordinasi di bidang
pembinaan masyarakat desa. Dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan, Camat Candi menggunakan strategi dengan cara
menyamaratakan antara desa yang tergolong maju, berkembang, dan
desa yang tergolong tertinggal. Hal tersebut dilakukan agar meratakan
pembinaan yang dapat meningkatkan kemampuan setiap desa agar

tidak tertinggal dalam penyelenggaraan kegiatan desa.
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2. Tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Implementasi Tugas dan
Wewenang Camat Candi dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan
Desa

Camat merupakan pemimpin yang terdapat di Kecamatan yang
mendapat pelimpahan wewenang dari bupati/walikota untuk melaksanakan
urusan pemerintahan umum. Camat Candi merupakan penguasa tertinggi
di Kecamatan Candi. Kekuasaan tersebut harus dimanfaatkan agar
terciptanya kemaslahatan bersama di Kecamatan Candi. Apabila
kekuasaan tersebut diselewengkan maka timbullah kemudharatan. Oleh
karena itu, pemimpin harus mencerminkan kepemimpinan Islam dalam
tinjauan Figh Siyasah yaitu terdapat kepemimpinan Nabi Muhammad
SAW yang mengedepankan ketauladanan dan akhlakunal-karimah.

Sifat kenabian tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu Shiddiq
yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, Amanah yang berarti
dapat dipercaya serta bertanggung jawab, Tabligh berarti menyampaikan
segala macam kebaikan kepada rakyatnya, dan Fathanah berarti cerdas
dalam mengelola pemerintahan.

Camat Candi dalam menjalankan tugas dan wewenang
mengkoordinasikan pemerintahan desa mencerminkan sifat kenabian,
pertama yaitu Shiddiqg, hal tersebut dapat dilihat dari Camat Candi yang
jujur dan transparan dalam pelayanan publik serta dalam

menyelenggarakan pemerintahan kecamatan. Hal tersebut didukung oleh
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Kepala Desa Sugihwaras yaitu Bapak Syaiful, beliau mengatakan bahwa
dalam menyelenggarakan pemerintahan kecamatan serta pelayanan publik,
Camat Candi menerapkan sifat transparansi di bidang tersebut.'**Kedua,
Amanah yang dapat diambil dari kepemimpinan Camat Candi yaitu Camat
Candi bertanggung jawab atas pelimpahan wewenang dari bupati/walikota
serta adil dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa. Hal tersebut
didukung oleh Kepala Desa Kali Pecabean yaitu Bapak Arif Alif Ansyori,
beliau mengatakan bahwa sejauh ini, Camat Candi melaksanakan tugas
dan wewenangnya dengan bertanggung jawab dan sangat responsif

102

terhadap  pemerintahan  desa. Selain  itu, Camat Candi

mengimplementasikan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa secara merata tanpa membedakan
bahwa desa tersebut tergolong tertinggal, berkembang, maupun yang

tergolong maju. Hal tersebut juga sesuai dengan surat An-Nisa ayat 58

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan
hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya
dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi
pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Melihat”.

191 Syaiful, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Sugihwaras, 18 Februari 2021.
192 Arif Alif Ansyori, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18 Februari

2021.
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Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang
berhak serta kepemimpinan yang harus didasarkan atas keadilan,
dijalankan secara adil dan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Salah
satu sifat adil tersebut yaitu sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam
bidang apa pun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang
lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terdapat keluarga dan anak
sendiri.

Ketiga, sifat kenabian Tabligh yang tercermin pada Camat Candi
yaitu Camat Candi selalu melakukan komunikasi dengan para perangkat
kecamatan maupun perangkat desa di Kecamatan Candi. Contohnya, yaitu
Camat Candi membuka konsultasi terhadap para perangkat pemerintahan
desa yang tidak paham atau kurang tahu mengenai pengelolaan keuangan,
penegakan perundang-undangan dan lain sebagainya serta melakukan
rapat secara rutin dengan pemerintahan desa yang terdapat di Kecamatan
Candi. Hal tersebut didukung oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa
Durung Bedug yaitu Bapak Honda, beliau mengatakan bahwa apabila
pemerintah Desa Durung Bedug terdapat kesulitan atau pun suatu
permasalahan yang menyangkut pemerintahan desa Durung Bedug,
langkah awal yang dilakukan yaitu melakukan konsultasi dengan Camat
Candi, dan Camat Candi cepat merespon serta melayani apabila
pemerintah Desa Durung Bedug membutuhkan solusi dari Camat Candi,

bahkan biasanya langsung datang ke kantor kepala desa Durung Bedug. %3

1% Honda, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Durung Bedug, 18 Februari 2021.
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Keempat, sifat kenabian Fathanah yang tercermin pada Camat
Candi yaitu sigap dalam menyelesaikan masalah yang terdapat di
pemerintahan desa. Hal tersebut didukung oleh Kepala Desa Kali
Pecabean yaitu Bapak Arif Alif Ansyori yang mengatakan bahwa Camat
Candi sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi oleh pemerintah Desa Kali Pecabean. Misalnya yaitu
permasalahan hukum TKD (Tanah Kas Desa) di Desa Kali Pecabean,
Camat membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberi
tahu langkah-langkah penyelesaiannya hingga mendampingi datang ke
acara persidangan.’® Selain itu, apabila terdapat desa yang mengalami
kesulitan dalam pemahaman hukum yang terdapat dalam penegakan Perda
serta Perkada maka penyelesaiannya yaitu Camat Candi melakukan
strategi dengan cara memberikan pemahaman mengenai makna dari isi
Perda maupun Perkada yang menyangkut pemerintahan desa tersebut.

Dengan terpenuhinya sifat-sifat yang dapat diteladani dari Nabi
Muhammad SAW yaitu siddig, amanah, tabligh, dan fathanah diharapkan
Camat Candi sebagai pemimpin di Kecamatan Candi dapat membawa
kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kecamatan Candi.

Menurut Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  tugas camat dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa yaitu, mengoordinasikan kegiatan

pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

194 Arif Alif Ansyori, diwawancarai oleh Penulis, Kantor Kepala Desa Kali Pecabean, 18 Februari

2021.



95

ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan
penegakan Perda dan Perkada, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana
dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan,
membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan. Berdasarkan tugas camat dalam mengkoordinasikan
pemerintahan desa tersebut camat memiliki peran yang penting untuk
mencapai kesejahteraan serta kemajuan suatu kecamatan.

Kecamatan Candi merupakan salah satu kecamatan yang
mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo, yaitu terdapat
24 desa di Kecamatan Candi. Hal tersebut menjadikan Camat Candi harus
menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan agar dapat maksimal dalam mengkoordinasikan pemerintahan
desa. Menurut peneliti, implementasi tugas dan wewenang Camat Candi
dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa di Kecamatan Candi
berjalan cukup baik. Camat Candi berhasil membina penyelenggaraan
pemerintahan desa serta menjalankan tugas pemerintahan dengan cukup
baik sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah, namun terdapat beberapa kendala
yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kecamatan Candi

Dalam mengkoordinasikan 24 desa yang terdapat di Kecamatan
Candi, camat menggunakan strategi khusus yaitu melakukan pembinaan

dengan cara membuat beberapa kelompok atau klaster, yaitu 24 desa
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dibagi menjadi 4 kelompok. Sehingga masing-masing kelompok terdapat 6
desa. Di dalam kelompok tersebut terdiri dari desa yang tergolong maju,
berkembang, dan desa yang tergolong tertinggal. Strategi tersebut
dilakukan oleh Camat Candi untuk meratakan kemampuan dari desa agar
tidak tertinggal dalam menjalankan pemerintahannya, baik dalam hal
mengelola keuangan desa, pembangunan desa, dan lain sebagainya. Selain
itu, dalam menjalankan roda pemerintahan, Camat Candi melakukan
hubungan baik dengan aparat kecamatan, Polsek, Koramil, tokoh
masyarakat, dan keluarahan/desa, namun Camat Candi juga harus
meningkatkan hubungannya dengan masyarakat desa dalam hal
musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Candi dan
juga dalam hal pembinaan masyarakat desa.

Dengan demikian, Camat Candi sebagai pemimpin di Kecamatan
Candi diharapkan untuk tetap mengimplementasikan tugas dan
wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dan meningkatkan Kkinerjanya agar dapat
lebih memajukan dan mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Candi,
mewujudkan pemerintahan yang terhindar dari penyalahgunaan
kewenangan yang tentunya dapat merugikan masyarakat, serta dapat
mengatasi kendala-kendala yang terdapat di pemerintahan Kecamatan

Candi.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat Candi dalam

Mengkoordinasikan Pemerintahan Desa

a.

Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dilakukan
dengan cara membentuk forum musyawarah perencanaan
pembangunan Kecamatan Candi, namun Camat Candi perlu
meningkatkan hubungan dengan masyarakat dalam kegiatan
tersebut. Kemudian vyaitu, Camat Candi melakukan sosialisasi
kepada masyarakat desa di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dan
pelatihan peningkatan ekonomi desa. Selain itu, Camat Candi juga
melakukan pembinaan dan evaluasi unit kerja kecamatan maupun
desa yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum, dilakukan dengan oleh Camat Candi dengan cara
bekerja sama dengan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kecamatan Candi, Polsek Kecamatan Candi, dan Koramil
Kecamatan Candi. Camat Candi juga melakukan pembinaan kepada
LINMAS dan Tokoh Masyarakat terkait penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Candi.

97



98

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah, yaitu dalam hal ini Camat Candi bekerja
sama dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Satuan Polisi Pamong
Praja, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan
dan penerapan perda dan perkada di Kecamatan Candi. Serta
melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa mengenai makna
yang terkandung dalam perda maupun perkada.

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum, Camat Candi melakukan kerja sama dengan Kepala Seksi
Bidang Sarana dan Fasilitas Kecamatan Candi dengan cara
memperhatikan sarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan
Candi dan lingkungan di desa yang terdapat di wilayah Kecamatan
Candi. Namun, Camat Candi juga harus merealisasikan peningkatan
sarana pelayanan umum di Kecamatan Candi untuk menunjang
keberhasilan pelayanan masyarakat.

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
kecamatan, yaitu dilakukan dengan cara bekerja sama dengan
Kepala Seksi Bidang Pemerintahan Kecamatan Candi dan
melakukan peningkatan sarana penunjang Kinerja aparatur
Kecamatan Candi. Hal tersebut dilakukan agar aparatur Kecamatan
Candi maksimal dalam melaksanakan kinerjanya terutama di bidang

pelayanan publik.
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f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau
kelurahan, yaitu dilakukan Camat Candi dengan cara melakukan
pembinaan dan pengawasan di bidang sumber daya manusia,
pengelolaan keuangan, penyusunan peraturan desa, dan lain
sebagainya. Namun, Camat Candi harus meningkatkan koordinasi di
bidang pembinaan masyarakat desa. Camat Candi juga melakukan
strategi untuk menjalankan tugasnya di bidang pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa, yaitu dengan cara
menyamaratakan pembinaan terhadap desa yang tergolong maju,
berkembang, dan desa yang tergolong tertinggal. Hal tersebut
berfungsi untuk meratakan kemampuan desa agar tidak tertinggal
dalam penyelenggaraan kegiatan desa.

2. Tinjauan Figh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah terhadap implementasi tugas dan
wewenang Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa
yaitu dalam tinjauan Figh Siyasah, Camat Candi dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa merupakan pemimpin yang
menerapkan sifat-sifat yang dapat diteladani dari Kepemimpinan nabi
Muhammad SAW vyaitu Siddig, Amanah, Tabligh, dan Fathanah.
Selain itu, Camat Candi bertanggung jawab dan adil dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa. Dalam tinjauan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu

Camat Candi sebagai pemimpin di Kecamatan Candi yang merupakan
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salah satu kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak di
Kabupaten Sidoarjo yaitu 24 desa dan cukup berhasil
mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan
Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun, terdapat
pelaksanaan tugas Camat Candi yang perlu ditingkatkan lagi seperti
meningkatkan hubungan dengan masyarakat untuk mendorong agar
measyarakat aktif dalam kegiatan MUSRENBANG di Kecamatan

Candi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Camat dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa diharapkan bekerja sama dengan
dengan semua pihak seperti masyarakat, pihak secara horizontal maupun
vertikal.

Untuk menjadikan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,
diharapkan camat meningkatkan kinerjanya dan berpegang teguh pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan

memegang prinsip kepemimpinan Figh Siyasah.
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Pedoman Wawancara

A. Pihak Sekretaris dan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Candi

1.
2.

10.

11.

Bagaimana kedudukan camat dalam pemerintahan Sidoarjo?

Bagaimana tanggung jawab yang baik camat dalam hal mengkoordinasikan
pemerintahan desa?

Dalam implementasinya, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
kecamatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Candi?
(Program-program pemberdayaan masyarakat)

Dalam implementasinya, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
Kecamatan Candi dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum?

Dalam implementasinya, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
Kecamatan Candi dalam mengoordinasikan Perda dan Perkada?

Dalam implementasinya, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
Kecamatan Candi dalam mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan
prasarana umum?

Dalam implementasinya, upaya apa saja yang dilakukan pemerintah
Kecamatan Candi dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan?

Bentuk-bentuk pembinaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
Kecamatan Candi terhadap pemerintahan desa?

Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Candi dalam melakukan
pengawasan terhadap pemerintahan desa?

Apa tujuan adanya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang
dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Candi?

Camat mempunyai wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan  dan  melaksanakan  tugas  pembantuan, dalam
implementasinya wewenang apa Ssaja yang menyangkut urusan

pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Candi?



12. Bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan
Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa (mencakup semua
tugas dan wewenang camat) mengingat Kecamatan Candi merupakan
kecamatan yang mempunyai jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo?

13. Apa saja hambatan-hambatan pemerintah Kecamatan Candi dalam
mengkoordinasikan pemerintahan desa?

14. Bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah Camat Candi dalam
membenahi atau mengatasi hambatan-hambatan dalam mengkoordinasikan
pemerintahan desa?

. Pihak Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Candi

1. Dalam implementasinya, upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah
Kecamatan Candi dalam mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum?

2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Candi?

. Pihak Kepala Desa Sugihwaras, Durung Bedug, dan Kali Pecabean

1. Bagaimana tanggapan anda mengenai Camat Candi? Apakah sangat
membantu dalam menjalankan roda pemerintahan desa?

2. Bagaimana tanggapan anda melihat kepemimpinan Camat Candi dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengkoordinasikan
pemerintahan desa? (Shiddig, Amanah, Fathanah, dan Tabligh)

3. Apakah Camat Candi melakukan koordinasi yang baik dengan
pemerintahan desa Durung Bedug/Sugihwaras/Kali Pecabean?

4. Bagaimana implementasi tugas Camat Candi dalam mengkoordinasikan
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Durung Bedug/Sugihwaras/Kali
Pecabean?

5. Bagaimana implementasi tugas Camat Candi dalam mengkoordinasikan
upaya penyelenggaraan keamanan dan ketentraman umum di Desa Durung

Bedug/Sugihwaras/Kali Pecabean?



Bagaimana implementasi tugas Camat Candi dalam mengkoordinasikan
penerapan dan penegakan Perda dan Perkada di Desa Durung
Bedug/Sugihwaras/Kali Pecabean.

Bagaimana implementasi tugas Camat Candi dalam membina dan
mengawasi pemerintahan di Desa Durung Bedug/Sugihwaras/Kali
Pecabean?

Apakah pernah terdapat permasalahan di pemerintahan desa, dan bagaimana
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Candi?

Harapan apa saja yang ingin anda sampaikan terhadap tugas dan wewenang
Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemerintahan desa untuk

kedepannya?

D. Pihak Masyarakat Kecamatan Candi

1.

Bagaimana pendapat anda mengenai implementasi tugas dan wewenang
Camat Candi dalam mengkoordinasikan pemeritahan desa?
Apa harapan anda terhadap implementasi tugas dan wewenang Camat Candi

dalam mengkoordinasikan pemeritahan desa untuk kedepannya?
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